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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 
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 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع
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 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahِdan ya ai a dan u يَْ...

 Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
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 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا - مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 
 

 

Tommy Pratama (2022): Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim  

          Pengadilan Agama Natuna Nomor:    

          33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif  

          Maṣlaḥah 

 Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi terhadap penyelesaian 

perkawinan tidak tercatat malah menimbulkan permasalahan baru. Banyak terjadi 

penyelundupan hukum pada praktik perkawinan di bawah tangan, sehingga hakim 

dalam memeriksa perkara isbat nikah harus lebih selektif dan berhati-hati dalam 

memberikan penetapan agar terhindar dari kesan menggampangkan pengesahan 

nikah melalui isbat nikah. Pada penelitian ini penulis menganalisis penetapan 

perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn sebagai studi kasus terhadap perkawinan 

isbat nikah poligami yang terjadi pada tahun 1974, dengan fokus penelitian dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan perkara isbat 

nikah poligami ditinjau menurut maṣlaḥah. 

 Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yurudis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) sumber data primernya yaitu penetapan perkara Nomor: 

33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. Dalam mengumpulkan informasi dan data yang 

dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang mengadili 

perkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

analysis interactive model dari Miles dan Huberman. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa: Pertama, 

hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan KUA untuk 

menerbitkan buku nikah mereka. Terdapat dampak positif dan negatif dalam 

mengabulkan perkara ini. Dampak positifnya para pemohon memperoleh buku 

nikah dan negara dapat memaksimalkan pemenuhan hak asasi manusia kepada 

keluarga mereka. Sedangkan dampak negatifnya terbentuknya pola fikir 

masyarakat bahwa pemerintah melegalkan perkawinan di bawah tangan. Kedua, 

hakim dalam mengadili perkara ini menerapkan asas peradilan diselenggarakan 

secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik tanpa sedikitpun 

mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Setelah 

melakuakan pemeriksaaan, hakim menilai bahwa peraturan perundang-undangan 

yang ada sudah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial 

masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, berijtihad mengambil sikap 

yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 

keadilan dan kemaslahatan (ius contra legem). Ketiga, pencatatan perkawinan 

merupakan unsur penting dalam rangka menjaga dan memelihara kehormatan 

serta kesucian ikatan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi teratur dan para 

pihak terlindungi dari kemudharatan. 

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah Poligami, Maṣlaḥah.
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ABSTRACT 
 

 

Tommy Pratama (2022): The Isbat of Polygamous Marriages in the   

          Determination of the Judges of the Natuna   

          Religious Court Number: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn  

          Reviewed from the Maṣlaḥah Perspective 

 Isbat marriage which is supposed to be a solution to the settlement of 

unregistered marriages actually creates new problems. There is a lot of legal 

smuggling in the practice of underhand marriage, so that the judge in examining 

the isbat of marriage cases must be more selective and careful in giving the 

determination and avoid the impression of making it easy to legalize marriage 

through isbat of marriage. In this study, the authors analyze the determination of 

case Number: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn as a case study of isbat polygamous 

marriage that occurred in 1974, with a focus on basic research considerations of 

the Natuna Religious Court judges in determining the isbat polygamous marriage 

case and the review of maṣlaḥah. 

 The author uses a qualitative research method with a normative juridical 

approach. This research is a library research whose primary data source is the 

determination of case number: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. In collecting the required 

information and data, the author conducted interview with the judge who tried the 

case. The data collection technique used in this research is the analysis interactive 

model from Miles and Huberman. 

 Based on the results of this study the authors found that: First, the judge 

granted the applicant's marriage isbat and ordered the KUA to publish their 

marriage book. There are both positive and negative effects in granting this case. 

The positive impact is that applicants obtain a marriage certificate and the state 

can maximize the fulfillment of human rights for their families. While the 

negative impact is the formation of a community mindset that the government has 

legalized underhand marriage.Second, the judge in adjudicating this case applies 

the principle that justice is carried out in a simple, fast and cost effective manner 

without sacrificing the slightest accuracy in seeking truth and justice. After 

carrying out the examination, the judge considered that the existing statutory 

regulations were not in accordance with the principles of justice and social 

conditions of the community, so that the judge firmly and boldly, ijtihad took a 

different attitude from the statutory regulations in the context of realizing justice 

and benefit (ius contra legem). Third, marriage registration is an important 

element in order to maintain and maintain the honor and sanctity of the marriage 

bond, so that the marriage becomes orderly and the parties are protected from 

harm. 

Keywords: Marriage Registration, Isbat of Polygamous Marriage, Maṣlaḥah.
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 ملخص البحث 
 

 

إثبات النكاح تعدد الزيجات في تحديد قضاة محكمة ناتونا الدينية رقم:  تومي فراتاما: 
33  /Pdt.P / 2021 / Pa.Ntn   صلحةالمينُظر إليها من منظور 

، الذي يجب أن يكون حلً لتسوية الزيجات غيْ المسجلة ، يخلق في الواقع    إثبات النكاح
ة الزواج غيْ المسجل ، لذلك مشاكل جديدة. هناك الكثيْ من التهريب القانوني في ممارس

النكاح إثبات  فحص  في  القضاة  على  اتخاذ   يجب  في  وحذراً  انتقائية  أكثر  يكونوا  أن 
  ، الدراسة  هذه  في  النكاح.  إثبات  من  الزواج  تقني  بتسهيل  الانطباع  وتجنب  القرارات 

كدراسة حالة لإضفاء الشرعية   / PA. Ntn ٢٠٢١/Pdt.P /٣٣  حلل المؤلف تحديد رقم:
النكاح في    إثبات  حدث  الذي  الزوجات  البحث   ١٩٧٤عام  متعدد  على  التركيز  مع 

الساسي حول اعتبارات قضاة محكمة ناتونا الدينية في تحديد قضايا التصديق على تعدد 
 . صلحةالممراجعة  الزوجات و

معياري.   قانوني  بمنهج  النوعي  البحث  أسلوب  المؤلف  عبارة عن يستخدم  البحث  هذا 
.  / PA. Ntn ٢٠٢١/Pdt.P/٣٣  بحث مكتبة مصادر البيانات الساسية هي تحديد رقم:

من أجل جَع المعلومات والبيانات المطلوبة ، أجرى المؤلف مقابلت مع القضي الذي  
هذا   في  هي  تحديدنظر  البحث  هذا  في  المستخدمة  البيانات  جَع  تقنية   .analysis 

interactive model .من ميلز وهوبرمان 
قام القاضي بمنح شهادات   ،  أولا بناءً على نتائج هذه الدراسة ، وجد المؤلف ما يلي:  

وأمر   للمتقدمي  إيجابية وسلبية في    KUAالزواج  آثار  هناك  زواجهم.  بنشر شهادات 
ال هذه  ويمكن منح  زواج  شهادة  على  يحصلون  المتقدمي  أن  هو  الإيجابي  التأثيْ  قضية. 

للدولة أن تزيد من إعمال حقوق الإنسان لسرهم. في حي أن التأثيْ السلبي هو تكوين  
قام القاضي في الفصل   ،  ثانياا  عقلية المجتمع التي قامت الْكومة بإضفاء الشرعية عليها.
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لمحاكمة التي عقدت بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة من حيث  في هذه القضية بتطبيق مبدأ ا
التكلفة دون التضحية بأدنى دقة في البحث عن الْقيقة والعدالة. بعد إجراء الفحص ، 
والظروف  العدالة  مبادئ  مع  متوافقة  تكن  لم  القائمة  القانونية  اللوائح  أن  القاضي  اعتب 

عة ، اتخذ الاجتهاد موقفًا مختلفًا عن  الاجتماعية للمجتمع ، حتى أن القاضي بحزم وشجا 
، يعتب    ثالثاا  . (ius contra legem)اللوائح القانونية في السياق من تحقيق العدل والاستفادة  

والْفاظ  الزواج  رباط  وحرمة  على شرف  الْفاظ  أجل  من  مهمًا  عنصراً  الزواج  تسجيل 
 عليهما ، حتى يصبح الزواج منظمًا ويتم حْاية الطرفي من الذى.

الكلمة المفتاحية: تسجيل الزواج, إثبات النكاح, مصلحة.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan 

ketertiban hukum di lingkungan masyarakat sehingga terjamin kesejahteraan, 

keamanan dan keadilan. Perkawinan dibuktikan dengan kutipan akta nikah di 

mana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila dikemudian 

hari terjadi perselisihan antara keduanya atau salah seorang tidak bertanggung 

jawab, pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam rangka 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Pencatatan perkawinan 

bersifat administratif untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut 

terbukti ada, nyata dan pernah terjadi dan regulasi ini memiliki peran yang cukup 

besar terhadap administrasi lainnya khususnya dalam peristiwa dan perbuatan 

hukum.1 Tidak ada yang meragukan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai 

instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti 

adanya perkawinan. Tindakan pemerintah dalam mewajibkan adanya pencatatan 

perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mencegah dampak negatif atau 

muḍarat (ṣaḍḍan liż-żari’ah) dikemudian hari. 

 Melalui pencatatan perkawinan, eksistensi perkawinan secara yuridis 

formal diakui. Perkawinan dianggap sah jika telah terpenuhi dua syarat, yaitu: 

Pertama, ketentuan hukum materil, yaitu perkawinan telah dilangsungkan sesuai 

 
 1 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil (Yogyakarta: Pustaka 

Dinamika, 2002), hal 153. 
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dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, ketentuan hukum formil, 

yaitu dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang 

hanya memenuhi unsur materil namun tidak memenuhi unsur formil dianggap 

tidak pernah ada atau wujuduhu ka’adamihi, sedangkan perkawinan yang telah 

memenuhi unsur formil namun tidak memenuhi unsur materil dapat dibatalkan.2 

 Perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui kutipan akta nikah dan 

pegawai pencatat nikah wajib menyerahkan kutipan akta nikah tersebut kepada 

masing-masing suami istri sebagai alat bukti yang sah. Apabila pegawai pencatat 

nikah enggan atau dengan sengaja tidak menyerahkan kutipan akta nikah akan 

dikenai sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan, akta nikah mempunyai 

dua fungsi yaitu formil dan materil. Fungsi formil akta nikah yaitu untuk 

melengkapi atau menyempurnakan (dan bukan untuk sahnya) perkawinan, perlu 

dibuat akta autentik yaitu kutipan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat 

nikah. Sedangkan fungsi materil akta nikah yaitu sebagai alat bukti yang sah. 

 Hukum Islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, sehingga 

tidak ditemukan secara konkret dalam al-qur’an, hadits ataupun buku-buku fikih 

yang membahas pencatatan perkawinan, namun dari aspek dan tujuannya selaras 

dan seirama dengan tujuan dari hukum Islam (maqāṣid syarī’ah). Pencatatan 

perkawinan dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengindari 

kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari dengan berlandaskan pada kaidah 

 
2 Tihami H. M. A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), hal 351. 
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maṣlaḥah dan maqāṣid syarī’ah. Melalui pencatatan perkawinan tersebut setiap 

orang akan hidup dengan penuh kedamaian dan kasih sayang antar sesama.3 

 Meski pada masa nabi tidak ada dilakukan pencatatan perkawinan, namun 

nabi menganjurkan mengumuman pernikahan (i’lan al-nikāḥ) supaya tidak 

berlangsung pernikahan secara rahasia. Nabi Muhammad Saw bersabda: 

بْنِ الزبَُيِْْ عَنْ وَ  بْنِ عَبْدِ اِلله  عَنْهُ   عَنْ عَامِرِ  الُِل عَلَيْهِ وَ   أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّىابَيِْهِ رَضِيَ اللهُ 
  4.سَلَّمِ قاَلَ )أعَْلِنُ وْا النِكَاحَ(. رَوَاهُ أَحَْْدُ وَ صَحَّحَهُ الْاَكِمُ 

 Artinya: “Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya ra, 

sesungguhnya Rasululah Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan itu. Hadits 

Riwayat Ahmad dan Imam hakim menyatakan shahih hadits ini”.5 

 Melalui hadits ini dapat kita pahami bahwa mengumumkan pernikahan 

pada masa nabi Saw substansi pencatatan perkawinan telah diaktualisasikan meski 

dengan cara yang sangat sederhana.6 Secara eksplisit pencatatan perkawinan pada 

zaman nabi memang tidak ada, namun secara implisit kandungan dari 

mengumumkan pernikahan menjurus kepada ketertiban perkawinan agar 

diketahui oleh masyarakat luas serta memperoleh legalitas yang sah.7 

 
3 Ahmad Hanafi, Pencatatan Perkawinan (Jakarta: Widjaya, 1975), hal 144. 

 4 Ibnu Hajar Asqalani, Bulugh Al-Maram Fi Adillat Al-Ahkam (Semarang: PT Karya 

Toha Putra, n.d.), hal 204. 
5 Moh. Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 1985), hal 499. 
6 Moh Mujibur Rohman and Mohsi, “Konstruksi I’lan Al-Nikah dalam Fiqh Pancasila 

(Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzari’ah,” Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman, 

3, No. 1 (2017), hal 21. 
7 Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, and Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa Mui No 10 Tahun 

2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzarī’ah dan Keadilan Gender,” An-

Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan KeIslaman, 14, No. 1 (2021), hal 81. 
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 Perkawinan tidak tercatat memiliki banyak sekali konsekuensi buruknya, 

baik itu bagi suami, istri maupun anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di 

bawah tangan itu dilakukan kemudian melahirkan anak. Selain tidak sah secara 

hukum, anak tersebut akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. 

Sehingga tidak sedikit istri dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, 

warisan, serta isteri tidak bisa menerima harta gono-gini ketika bercerai. Selain itu 

perkawinan di bawah tangan menyebabkan kesulitan dalam mengurus dokumen 

administratif seperti: Akte kelahiran, KTP, KK, askes dan lain-lain. 

 Meskipun telah ada berbagai kebijakan pencatatan perkawinan serta 

menimbulkan berbagai efek negatif yang merugikan suami dan terutama istri dan 

anak masih banyak ditemukan masyarakat yang memparktikkan perkawinan tidak 

tercatat dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya. Diantara praktik 

perkawinan tersebut ada yang pada akhirnya terbongkar ke publik akan tetapi 

lebih banyak lagi perkawinan tidak tercatat yang tidak terkuak ke publik. Terdapat 

beragam alasan kenapa masyarakat masih melangsungkan perkawinan di bawah 

tangan, diantara yang sering muncul adalah perkawinan poligami liar untuk 

menyembunyikan jejak sehingga bisa selamat dari ketentuan hukum dan penalti 

administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil dan supaya tidak disadari 

oleh istri terdahulu dan mengingkari izin poligami dari pengadilan dan pernikahan 

anak di bawah umur. 

 Pada hakikatnya, seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita 

begitupula sebaliknya seorang wanita hanya boleh dinikahi seorang pria. 

Indonesia melalui UU Perkawinan Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa 
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perkawinan di Indonesia berasas monogami di mana seorang suami hanya dapat 

menikahi seorang wanita sebagai istrinya. Walaupun demikian UU Perkawinan 

tidak menutup peluang seorang pria beristri lebih dari satu orang atau poligami 

berdasarkan ketentuan dan syarat yang sangat ketat. Demikian juga dalam KHI, 

sorang suami diperbolehkan melakukan poligami apabila telah memenuhi syarat 

dan ketentuan serta diperbolehkan oleh pengadilan. 

 Islam tidak mengingkari poligami seutuhnya, akan tetapi Islam menafikan 

poliandri seutuhnya. Islam tidak menghentikan kemungkinan seorang pria 

berpoligami, tetapi tidak setiap pria bisa berbuat demikian karena tidak 

seluruhnya memiliki kapabilitas untuk berpoligami. Meski demikian, Islam 

membatasi seorang suami hanya dapat menikahi maksimal empat orang wanita 

dengan syarat mampu berperan adil terhadap istri-istrinya. Jika suami tidak 

mampu berbuat adil, maka dia tidak berwenang untuk berpoligami. Hal ini Allah 

tegas kan dalam surat an-Nisa’ 4/3:  

لَكُمْ مِ نَ   مَا طاَبَ  فاَنْكِحُوْا  الْيَ تٰمٰى  فِِ  تُ قْسِطُوْا  اَلاَّ  خِفْتُمْ  وَربُٰعَ ۚ  وَاِنْ  وَثُ لٰثَ  مَثْنٰٰ  النِ سَاۤءِ 
 فاَِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَةً اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَْماَنُكُمْ ۗ ذٰلِكَ ادَْنىىٰ اَلاَّ تَ عُوْلُوْاۗ 

Artinya: “Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim 

yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik 

bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih 

baik bagimu untuk tidak menyeleweng”. 8 

 

 
8 Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Cet Kedua (Yogyakarta: UII 

Press, 1999), hal 137. 
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 Poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan 

mengawini beberapa orang istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, 

tetapi dibatasi paling banyak empat orang dan dengan syarat yang sangat ketat. 

Poligami di Indonesia termaktub dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam di mana kandungan dari kedua aturan tersebut hampir sama. Dalam KHI 

aturan poligami dijelaskan Pasal 55-59 sedangkan dalam UU Perkawinan di 

jelaskan pada pasal 4 dan 5. 

 Meskipun poligami telah diatur sedemikan rupa dan bukan pula perbuatan 

terlarang dalam Islam, akan tetapi sifat cemburu seorang istri terhadap wanita lain 

sangatlah tinggi, apalagi bila ternyata wanita tersebut adalah madunya. Sifat 

cemburu merupakan ekspresi hati seorang istri, karena besarnya rasa cinta seorang 

istri kepada suaminya dan tingginya ego. Selain itu, istri mengkhawatirkan masa 

depannya sehingga mayoritas poligami berimbas terhadap munculnya rasa sakit 

hati dan rasa cemburu istri terdahulu dan berbuntut tingginya harapan istri baru 

untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia.9 Dengan 

demikian, sangat penting adanya izin dari istri terdahulu sebelum melakukan 

poligami. Meski telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, dalam praktiknya 

masih sangat banyak ditemukan poligami yang tidak mengikuti kebijakan 

pemerintah, yaitu tanpa danya izin dari istri terdahulu dan dilakukan melalui 

pernikahan di bawah tangan. 

 
9 Musfir Husain, Poligami dan Berbagai Persepsi (Jakarta: Gama Insani Press, 1996), hal 

49. 
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 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat tidak 

mengantongi legalitas hukum, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian 

hari masing-masing pihak tidak bisa melakukan tindakan hukum untuk 

melindungi haknya. Selain menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam 

UUP dan KHI, pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan hukum dan 

solusi khususnya pada umat Islam untuk melegalkan perkawinan tidak tercatat 

tersebut melalui permohonan pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah di 

Pengadilan Agama, hal ini termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama”.10  

 Isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali 

nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut, dengan 

keharusan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan. Ketentuan tersebut termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat (3) berikut: 

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-Undang No1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang 

 
 10 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 

hal 3. 
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dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. 11 

 Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) berkaitan dengan ketetapan waktu 

pelaksanaan perkawinan, permohonan isbat nikah terbatas pada perkawinan yang 

berlangsung sebelum berlakunya UU Perkawinan. Namun faktanya, justeru 

banyak yang mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang 

berlangsung sesudah tahun 1974 atau sesudah disahkannya UU Perkawinan. Isbat 

nikah yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat yang melakukan 

perkawinan tidak tercatat mulai mendatangkan problematika akibat banyaknya 

masyarakat yang memanfaatkan isbat nikah untuk menyelundupkan hukum. 

Penyelundupan hukum tersebut berupa perkawinan yang dilangsungkan terdapat 

salah satu pihak atau keduanya masih di bawah umur dan perkawinan yang 

dilangsungkan oleh seorang pria menikahi seorang wanita namun pria tersebut 

berstatus suami dari wanita lain. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam 

sebuah perkara di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang hakim tunggal pada 

penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. Perkawinanan tersebut berlangsung 

pada tanggal 25 Mei 1974 di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, 

setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 Penetapan No 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn merupakan perkara isbat nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Natuna tanggal 15 juni 2021. Pemohon I (suami) 

usia 76 tahun dan Pemohon II (istri) usia 60 tahun telah menyelenggarakan 

 
 11 Ibid. 
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perkawinan pada tanggal 25 mei 1974 sebagai wali nikah ayah kandung pemohon 

II dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Midai yang bernama H. Sabki 

Musa. Pada saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus menikah 

dengan seorang perempuan bernama Agustina bin M. Yusuf yang menikah pada 

tahun 1964, sedangkan pemohon II berstatus perawan. Pada perkawinan pemohon 

I dan II (para pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan 

dari perkawinan tersebut telah lahirtiga orang anak. Para pemohon sebelumnya 

pernah mengurus buku nikah ke KUA Kecamatan Midai namun sampai saat itu 

belum mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat 

pada KUA tersebut. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan isbat 

nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan. 

 Berdasarkan waktu terjadinya, perkawinan tersebut dilaksanakan setelah 

berlakunya UU Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut harus sejalan dengan 

kebijakan yang telah berlaku dalam UU tersebut dan seharusnya perkawinan ini 

tidak dapat diisbatkan. Usia pemohon I ketika perkawinan dilangsungkan berusia 

29 tahun dan pemohon II berusia 13 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemohon 

II masih di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan 

bahwa usia minimal wanita untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu adalah 

16 tahun, sehingga dibutuhkan permohonan dispensasi nikah namun hal tersebut 

tidak dilakukan oleh orang tua para pemohon. Perkawinan yang dilakukan oleh 

pemohon I adalah perkawinan poligami sehingga diperlukan izin dari istri dan 

disetujui oleh Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh 

pemohon I. Perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan 
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Midai namun sampai saat ini pemohon masih belum mendapatkan kutipan akta 

nikah dan bahkan dinyatakan tidak tercatat. Seharusnya pegawai pecatat nikah 

memasukkan perkawinan tersebut kedalam buku pendaftaran dan setelah 

perkawinan dilangsungkan pegawai pencatat nikah wajib menyerahkan kutipan 

akta nikah kepada para pemohon. 

 Tidak sejalan dengan fakta yang terungkap, Hakim Pengadilan Agama 

Natuna mengabulkan permohonan para pemohon. Dalam amar penetapan 

Pengadilan Agama Natuna disebutkan bahwa “Mengingat dan memperhatikan 

segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini: MENETAPKAN (1) Mengabulkan 

permohonan para pemohon; (2) Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang 

dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada 

pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada 

tanggal 25 Mei 1974; (3) Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan 

perkawinan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Midai”.12 Secara tidak langsung hakim Pengadilan Agama Natuna sama saja 

melegalkan perkawinan di bawah tangan yang terkandung penyelundupan hukum 

di dalamnya, di mana pemohon II pada saat melakukan perkawinan masih di 

bawah umur sehingga diharuskan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah, 

pemohon I pada saat melakukan perkawinan masih berstatus suami dari wanita 

lain sehingga diharuskan untuk melakukan permohonan izin poligami dan 

pegawai pencatat nikah dianggap lalai di mana seharusnya pegawai pencatat nikah 

 
 12 Penetapan Perkara No 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn 
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memberikan kutipan akta nikah setelah perkawinan dilangsungkan namun 

saampai saat ini kutipan akta nikah tidak diberikan.  

 Dari penetapan tersebut peneliti berpendapat bahwa penetapan tersebut 

kurang tepat atau keliru jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan, 

penetapan ini mencederai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pencatatan 

perkawinan, batas usia minimal perkawinan dan syarat-syarat poligami. 

Perkawinan tidak tercatat yang terindikasi sengaja melanggar kebijakan hukum, 

seharusnya tidak dapat dikabulkan dan harus diberikan sanksi pelanggaran 

terhadap peraturan tersebut, baik bagi pelaku maupun bagi mereka yang melayani 

pelaksanaannya. Sebagaimana termaktub pada UU No 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954 Pasal 3 ayat 1-4 dan 

PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 

bab IX tentang ketentuan pidana. 

 Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi terhadap penyelesaian 

perkawinan tidak tercatat malah menimbulkan permasalahan baru. Pada perkara 

isbat nikah terdapat banyak hal yang harus dianalisa, hakim dalam mengadili 

perkara hendaknya lebih selektif dan akurat dalam memberikan penetapan yang 

kemudian dapat menghindari kesan mempermudah melegalkan perkawinan 

melalui isbat nikah. Topik yang tepat untuk dikaji adalah apakah disebabkan 

kebijakan hukum yang tidak efektif atau secara tersirat dan tersurat, bahwa pada 

dasarnya pemerintah melegalkan praktik pernikahan tidak tercatat melalui 

kebijakan-kebijakan tersebut, atau bahkan keduanya, atau barangkali konsekuensi 

sosial budaya masyarakat (socio cultural) yang terbiasa acuh dan mengabaikan 
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pencatatan perkawinan, atau boleh jadi karena aspek ekonomi dan doktrin, seperti 

doktrin kepercayaan dan keagamaan.13 

  Untuk mewujudkan idealitas hukum perkawinan di Indonesia, harus 

dilakukan perubahan model penanganan perkara isbat nikah di Pengadilan 

Agama. Kebijakan hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan 

harus ditegakkan dengan maksimal pada setiap aspeknya, tindakan transformatif 

harus diimplementasikan demi menjawab problematika hukum perkawinan di 

Indonesia. Oleh karena itu, harus dilakukan pengkajian komprehensif terhadap 

pengaturan isbat nikah di Indonesia dalam rangka merumuskan solusi terhadap 

permasalahan perkawinan tidak tercatat yang pada akhirnya meniadakan proses 

isbat nikah. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti memberi judul penelitian 

“Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna 

Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlaḥah”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan dalam beberapa hal, yaitu: 

a. Masih ditemukan polemik akibat ambiguitas pemaknaan 

pencatatan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. 

b. Masih ditemukan perkawinan tidak tercatat dalam kehidupan 

masyarakat. 

 
 13 Muhammad Fahmi Al Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin 

Siri,” Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah Vol 9, no. 2 (2020), hal 10. 
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c. Masih ditemukan penyelundupan hukum dalam praktik 

perkawinan tidak tercatat. 

d. Masih ditemukan penyelundupan hukum dalam perkara isbat 

nikah. 

e. Masih ditemukan perkara isbat nikah pada perkawinan yang 

terjadi setelah tahun 1974. 

f. Masih ditemukan kekosongan hukum dalam mengadili perkara 

isbat nikah. 

2. Batasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperlukan batasan 

masalah dalam sebuah penelitian sebagai objek yang dijadikan titik fokus 

penelitian guna mempermudah peneliti menganalisa objek agar dapat 

mencapai sasaran yang benar dan tepat. Pada penelitian ini, peneliti hanya 

membahas perkara isbat nikah poligami pada perkawinan tidak tercatat 

yang terjadi pada tahun 1974. Peneliti menganalisis perkara Nomor: 

33/Pdt.P/2021/PA.Ntn ditinjau dari perspektif maṣlaḥah . 

3. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, fokus dan pertanyaan penelitian tesis 

ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Natuna pada 

perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn? 
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b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan isbat nikah poligami pada perkara ini? 

c. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah pada penetapan hakim? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membahas tentang isbat 

nikah poligami yang terjadi pada tahun 1974 yakni pada penetapan Nomor: 

33/Pdt.P/2021/PA.Ntn). Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk menjelaskan penetapan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam 

pada perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. 

b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Natuna dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami pada penetapan 

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. 

c. Untuk menjelaskan tinjauan maṣlaḥah pada penetapan hakim 

Pengadilan Agama Natuna 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu 

pengetahuan dan pemahaman para pembaca mengenai isbat nikah 

poligami, alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

membuat penetapan serta solusi terhadap isbat nikah di Indonesia. 
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2) Menjadi referensi dalam hukum Islam khususnya para akademisi 

dan diharapkan dapat dikembangkan oleh para peneliti melalui 

kajian yang lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan wawasan bagi para pejabat atau pegawai Pengadilan 

Agama dalam meyelenggarakan peradilan khususnya pada 

perkara isbat nikah sehingga bisa menghasilkan putusan yang 

memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta 

menjadi referensi bagi advokat dalam beracara. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan 

memberikan pemahaman untuk berperan aktif dan mematuhi UU 

Perkawinan sehingga dapat meminimalisir praktik perkawinan di 

bawah tangan. 

D. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan deskripsi secara umum dan memudahkan pembahasan 

dalam penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari 

lima bab sebagai berikut:  

 Bab Pertama. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan 

latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab Kedua. Bab ini akan mengkaji landasan teori dan tinjauan 

kepustakaan. Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari konsep pencatatan 
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perkawinan, konsep perkawinan di bawah tangan, konsep poligami, konsep isbat 

nikah dan konsep tujuan hukum. 

 Bab Ketiga. Bab ini akan mengulas metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

metode pengumpulan dan analisis data. 

 Bab Keempat. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan, meliputi 

analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan 

perkara isbat nikah pada penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn, dampak 

penetapan isbat nikah poligami serta tinjauan maqāṣid syarī’ah terhadap 

penetapan tersebut. 

 Bab Kelima. Bab ini mengurai kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan 

dari hasil penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam judul 

penelitian tesis ini, serta saran yang membangun untuk mewujudkan idealitas 

hukum perkawinan di Indonesia.



 

17 
 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 
 

 

A. Landasan Teori 

1. Penetapan hakim Pengadilan Agama Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA. Ntn 

 

 Perkara isbat nikah berdasarkan hukum acara perdata terbagi kedalam dua 

kategori yaitu, pertama, perkara isbat nikah yang di dalamnya tidak terdapat 

sengketa (voluntair) di dalamnya hanya terdapat satu pihak yakni pemohon pada 

perkara tersebut. Kedua, perkara isbat nikah yang di dalamnya terkandung unsur 

sengketa (contentiosa) di dalamnya terdapat dua pihak yang saling bersengketa 

yakni penggugat dan tergugat.14 Produk dari perkara voluntair ialah penetapan, 

sedangkan produk dari perkara contentiosa adalah putusan. 

 Kriteria perkara isbat nikah voluntair sebagai berikut:15 

a) Isbat nikah diajukan oleh pemohon seorang di mana tidak ada pihak 

lain yang menjadi termohon; 

b) Suami dan istri berbarengan mengajukan permohonan; 

c) Dimohonkan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, 

sedangkan pemohon tidak menyadari adanya ahli waris selain dia. 

 
14 Enas Nasrudin, “Ikhwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan),” Mimbar 

Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 33 (1977), hal 87. 
15 Fatimah Zahrah and Patimah, “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu 

Di Peradilan Agama,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 2 

(2020), hal 16-17. 
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 Sedangkan kriteria isbat nikah yang bersifat contentiosa adalah sebagai 

berikut:16 

a) Jika para pihak mencakup pemohon melawan termohon atau penggugat 

melawan tergugat; 

b) Jika dimohonkan oleh salah seorang suami/istri dengan memposisikan 

suami/istri sebagai termohon; 

c) Jika dimohonkan oleh suami/istri sedangkan salah satu dari suami/istri 

masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka orang lain tersebut 

mesti dijadikan pihak dalam perkara tersebut; 

d) Jika dimohonkan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh 

suami/isterinya, sedangkan pemohon mengetahui adanya ahli waris 

selain dia; 

e) Jika dimohonkan oleh wali nikah, ahli waris atau orang lain yang 

berkepentingan dalam perkwainan tersebut. 

 Perkara isbat nikah poligami nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn termasuk 

dalam kategori voluntair. Adapun deskripsi penetapannya adalah sebagai berikut: 

a. Identitas Para Pihak 

 Permohonan isbat nikah poligami ini diajukan oleh Pemohon I 

umur 76 tahun, beragama Islam, berprofesi petani, pendidikan terakhir 

SLTP, beralamat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan 

Pemohon II, umur 60 tahun, beragama Islam, berprofesi IRT, 

pendidikan terakhir SD, beralamat di Kabupaten Natuna, Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 
16 Ibid, hal 17. 
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b. Duduk Perkara 

 Pemohon I dan Pemohon II dalam telah mengajukan permohonan 

Itsbat Nikah yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Natuna dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA. Ntn tanggal 15 Juni 2021. 

 Para pemohon telah menyelenggarakan perkawinan berdasarkan 

syari’at Islam di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, 

setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi 

Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974. Dengan wali nikah ayah 

kandung Pemohon II bernama Mansur dan disaksikan dua orang saksi 

bernama Endek dan Munir dengan mahar uang senilai Rp. 85.000,- 

tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Midai yang 

bernama H. Sabki Musa.  

 Ketika menyelenggarakan akad nikah, Pemohon I berstatus 

menikah dengan seorang perempuan yang bernama Agustina bin M. 

Yusuf yang menikah pada tahun 1964, sedangkan Pemohon II berstatus 

perawan.  

 Antara para pemohon tidak ditemukan larangan untuk 

menyelenggarakan perkawinan, baik berdasarkan syari’at Islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Dari perkawinan 

tersebut para pemohon telah dikaruniai tiga orang anak. Tidak 

ditemukan orang lain yang menentang perkawinan para pemohon. 

 Para pemohon sudah pernah mengurus buku nikah ke KUA 

Kecamatan Midai, tetapi hingga kini para pemohon belum menerima 
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Buku Nikah karena perkawinan mereka dinyatakan tidak tercatat pada 

KUA tersebut. Maka, para pemohon mengajukan permohonan itsbat 

nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk mendapat bukti perkawinan 

mereka. 

 Perkara Itsbat Nikah antara para pemohon telah dipublikasikan 

melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan 

tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas kehendak 

ini. Para pemohon telah dipanggil secara formal dan patut guna 

menghadiri persidangan, dan atas panggilan tersebut para pemohon 

hadir di persidangan secara in person. Setelah dibacakan surat 

permohonan mereka tetap mempertahankan kehendaknya. 

 Guna memperkuat alasannya, para pemohon telah melampirkan 

alat bukti tertulis dan saksi. Adapun bukti tertulis yang dilampirkan 

berupa Fotokopi KTP para pemohon serta surat keterangan asli Nomor 

B-103/Kua.32.03.03/PW.01/07/2021 atas nama mereka, dikeluarkan 

tanggal 07-07-2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Midai. Adapun alat bukti saksi, pemohon mengajukan dua orang saksi 

di mana Saksi I merupakan teman Pemohon I dan Saksi II merupakan 

sepupu Pemohon II. Berdasarkan keterangan keduanya yang pada 

pokoknya, para saksi menyaksikan langsung akad nikah para pemohon; 

Saksi bersaksi bahwa Pemohon I ialah suami dari wanita lain bernama 

Agustina; Tidak terdapat larangan perkawinan pada perkawinan para 

pemohon, tidak ditemukan pertalian nasab begitupula ikatan sesusuan; 
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selama perkawinan saksi tidak pernah mendapati masyarakat yang 

meragukan/menyangkal perkawinan mereka; Para pemohon belum 

pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi; Dari perkawinan 

tersebut telah dikarunia tiga orang anak; Perkawinan di bawah tangan 

dilakukan karena sulit mengurus persyaratan nikah secara resmi di 

KUA; Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah guna 

memperoleh bukti perkawinan dan melengkapi administrasi 

kependudukan; Saat ini juga Pemohon I masih hidup rukun dengan istri 

pertama. 

c. Pertimbangan Hukum 

  Bahwa bersandarkan pada keterangan di atas telah terbukti bahwa 

rukun nikah telah terpenuhi yakni: Calon Suami (Pemohon I), Calon 

Istri (Pemohon II), Wali (Mansur), dua orang saksi, serta ijab-kabul, 

dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan telah 

terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 KHI. Bahwa pada saat 

pernikahan telah terbukti antara para pemohon tidak ditemukan 

larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan syariat Islam 

dan tidak ditemukan masyarakat yang meragukan/menyangkal 

perkawinan mereka. Namun demikian, sesungguhnya perkawinian ini 

adalah perkawinan poligami. Pasalnya, Pemohon I berstatus sebagai 

suami orang ketika mengawini Pemohon II. Sementara hingga kini, 

Pemohon I tidak dapat menunjukkan izin berpoligami dari Pengadilan 

Agama. 
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 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim 

mempertimbangkan tentang perlu tidaknya Pemohon I mengajukan 

permohonan izin poligami dengan pertimbangan berikut: Bahwa pada 

prinsipnya Pemohon harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu 

sebelum menikah dengan Pemohon II sebab pernikahan keduanya 

dilaksanakan setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) tentang 

izin poligami bahwa kebijakan tentang izin poligami adalah demi 

memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap istri sebelumnya. 

Sementara dalam kasus a quo, telah terbukti sampai saat ini Pemohon I 

selain masih berstatus sebagai suami sirri dari Pemohon II juga masih 

berstatus sebagai suami dari istri pertama yang bernama Agustina dan 

hidup rukun dengan dua istri tersebut; Bahwa mengabulkan isbat nikah 

para pemohon lebih memberikan kemanfaatan dan keadilan. Lagi pula, 

secara geografis pada tahun 1974 sangat berat bagi Pemohon I untuk 

memohon izin poligami ke Pengadilan Agama; Bahwa berdasarkan 

pertimbangan ini Hakim memandang sudah tidak relevan lagi untuk 

mempermasalahkan tentang ada tidaknya izin poligami dari Pemohon I 

untuk menikahi Pemohon II. Namun demikian, Hakim perlu 

menegaskan bahwa pertimbangan tentang tidak perlunya izin poligami 

dalam hal Isbat Nikah dengan istri kedua adalah bersifat kasuistis dan 

tidak dapat digeneralisir; Bahwa para pemohon bermukim di antara 

masyarakat religius, jika seandainya mereka tinggal bersama di luar 
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parkawinan pasti akan ditentang masyarakat namun realitanya mereka 

diterima masyarakat sebagai pasangan suami istri; Bahwa pendapat 

Hakim seiringan dengan ideologi Abdul Wahab Khalafdalam Ushul al-

Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang 

berbunyi: 

 

d. Amar Putusan (Dictum)  

  Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan 

dengan perkara ini: 

MENETAPKAN 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilaksanakan di Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, 

setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, 

Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Mei 1974; 

3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Midai;  
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4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000. 

 Bilamana terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap produk 

final dalam perkara isbat nikah tersebut, terdapat beberapa upaya hukum yang 

dapat dilakukan sebagai berikut:17 

a) Terhadap produk isbat nikah voluntair, bilamana permohonannya 

ditolak Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan kasasi; 

b) Terhadap produk isbat nikah contentiosa, maka dapat mengajukan 

banding, kasasi dan Peninjauan Kembali; 

c) Bagi orang lain yang berkepentingan, apabila mereka merupakan 

suami/istri atau ahli waris, sedangkan dia tidak terlibat dalam isbat 

nikah tersebut, dapat mengutarakan perlawanan kepada Pengadilan 

Agama yang mengadili perkara tersebut, selama belum diputus; 

d) Bagi orang lain yang berkepentingan, apabila mereka merupakan 

suami/istri atau wanita lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah 

atau anak, dapat mengutarakan intervensi ke Pengadilan Agama yang 

mengadili perkara tersebut, selama belum diputus; 

e) Bagi pihak lain yang berkepentingan, bilamana mereka adalah orang-

orang yang disebutkan pada poin (d) di atas, dapat menggugat putusan 

isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama untuk diselenggarakan 

pembatalan perkawinan. 

 
17 Yusna Zaidah, “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya 

Dengan Kewenangan Peradilan Agama,” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Vol 13, No. 1 

(2013), https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170, hal 8. 
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2. Landasa Filosofi Isbat Nikah di Indonesia 

a. Pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam 

 Pencatatan perkawinan ialah pendataan administrasi yang ditanda tangani 

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) dengan 

maksud untuk membangun ketertiban hukum dalam masyarakat.18 Pencatatan 

perkawinan ialah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghadirkan 

perlindungan pada peristiwa perkawinan dan memberikan kepastian hukum 

kepada setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan menjadi 

sorotan oleh agama maupun negara sehingga memproduksi kebijakan untuk 

menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan dengan menghadirkan 

perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status pribadi dan status hukum 

terhadap segala peristiwa penting yang terjadi pada setiap Warga Negara 

Indonesia yang hidup dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.19 

 Hukum materil perkawinan di Indonesia termaktub dalam UU No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo UU No 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) 

UU Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.20 Oleh karena 

itu, setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib berasaskan hukum 

Islam dan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-

 
18 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 

26. 
19 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal 47. 

 20 R Subekti and R Tjitrosudibio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004), hal 537. 
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undangan yang berlaku sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan.  

 Pelaksanaan terhadap pencatatan perkawinan termaktub dalam Pasal 2 PP 

No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

berikut: “Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946”.21 Dan 

padapada Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 1946 berikut: “Pernikahan yang 

dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang 

diangkat oleh Menteri Agama, begitupun talak dan rujuk harus diberitahukan 

kepada pegawai pencatat nikah”.22 

 Substansi hukum pencatatan perkawinan beserta pelaksanaannya 

termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai 

berikut: Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1954 

tentang Pencatatan nikah, talak dan Rujuk, Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo UU No 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 

dan 6 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 

(1) huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU 

No 24 Tahun 2013. 

 
 21 R Subekti and R Tjitrosudibio, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: PT Pradnya 

Paramitha, 2004), hal 548. 

 22 UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, talak dan Rujuk. 
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 Hukum Islam tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, pencatatan 

perkawinan hanya diwajibkan oleh kebijakan tersebut diatas. Penegasan mengenai 

pencatatan perkawinan tidak didapati kajiannya secara konkret dalam al-qur’an, 

hadits dan kitab-kitab fikih, namun dari perspektif kemanfaatannya sehaluan 

dengan target hukum Islam itu sendiri, seperti untuk kemaslahatan keluarga untuk 

memelihara kehormatan dan kesucian perkawinan sehingga diharapkan tidak akan 

kedapatan perkawinan dengan mempelai yang terlarang untuk kawin, atau insiden 

kesalahan wali dan lain sebagainya akibat dari tidak teridentifikasi jati diri 

masing-masing mempelai. 

 Meski tidak menyebutkan secara langsung agar mencatatkan perkawinan, 

nabi Saw memerintahkan untuk mengumumkan dan merayakan perkawinan. 

Praktek tersebut terdapat dalam beberapa hadits nabi antara lain: 

بْنِ الزبَُيِْْ عَنْ وَ  بْنِ عَبْدِ اِلله  عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى عَنْ عَامِرِ  الُِل عَلَيْهِ وَ   ابَيِْهِ رَضِيَ اللهُ 
 23.)أعَْلِنُ وْا النِكَاحَ(. رَوَاهُ أَحَْْدُ وَ صَحَّحَهُ الْاَكِمُ سَلَّمِ قاَلَ 

 Artinya: “Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya ra, 

sesungguhnya Rasululah Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan itu. Hadits 

Riwayat Ahmad dan Imam hakim menyatakan shahih hadits ini”.24 

  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : رأََى عَلَى عَبْدِ الرَحْْاَنِ 
ْ تَ زَوَّجْتُ امْرأَةًَ عَلَى   وَزْنِ نَ وَاةٍ  بْنِ عَوْفٍ أثََ رَ صُفْرَةٍ فَ قَالَ )مَا هَذَا؟( قاَلَ : يَا رَسُوْلَ اِلله إِني ِ

 25. مِنْ ذَهَبٍ. قاَلَ )فَ بَارَكَ اللهُ لَكَ, أوَْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ(. مُت َّفَق  عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 
 

23 Ibnu Hajar ’Asqalani, Bulugh ..., hal 204. 
24 Moh. Machfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 1985), hal 499. 
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 Artinya: “Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Rasulullah Saw melihat 

tanda kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: (Apa 

ini?), ia menjawab, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang 

wanita dengan mahar beberapa emas sebesar biji kurma. Beliau bersabda: 

(semoga Allah memberkahimu, berwalimahlah sekalipun dengan seekor 

kambing). Muttafaqun alaih dan lafal ini ada pada Imam Muslim.”26  

 Khoiruddin Nasution, pakar hukum keluarga Islam di Indonesia melalui 

berbagai tulisan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya berperan 

sebagai syarat administratif saja, melainkan lebih dari itu pencatatan perkawinan 

hendaknya menjadi bagian dari syarat ataupun rukun yang menakrifkan sahnya 

perkawinan. Pendapat tersebut didasarkan pada kesamaan ‘illat antara pencatatan 

perkawinan dengan saksi nikah dan walimah. ‘Illat dari saksi nikah dan walimah 

yang diaplikasikan pada masa Rasulullah Saw ialah instrumen ikrar masyarakat 

dan pengukuhan hak. Namun wujud ikrar dan pengukuhan hak pada masa kini 

tidak komplet hanya dengan saksi dan walimah saja, melainkan hendaknya ada 

bukti tertulis yaitu berupa akta nikah.27  

b. Perkawinan di bawah tangan dalam hukum Islam dan hukum positif 

 Majelis Ulama Indonesia mendeskripsikan pernikahan di bawah tangan 

sebagai “perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan 

dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.28  

 
25 Ibnu Hajar ’Asqalani, Bulugh ..., hal 217-218. 
26 Moh. Machfuddin Aladip, Terjemah ..., hal 530. 
27 Hendri Kori and Husna Farianti Amran, “Registration as a Legal Condition of Marriage 

(a Study of Khoiruddin Nasution’s Thoughts),” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, Vol 20, No. 2 

(2021), hal 99-103. 

 28 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 

Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), hal 531. 
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 Menurut Quraish Shihab semua ulama sepakat melarang merahasiakan 

perkawinan, larangan tersebut didasarkan pada perintah nabi Muhammad Saw 

untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Perkawinan tanpa pencatatan dalam 

kerangka hukum Indonesia dapat menimbulkan dosa bagi pelakunya, karena telah 

menyalahi kebijakan yang telah ditetatapkan oleh pemerintah sebagai ulil amri 

melalui peraturan perundang-undangan, padahal al-qur’an menginstruksikan 

untuk taaat kepada ulil amri selama tidak kontradiktif dengan hukum-hukum 

Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak 

bertentangan, tetapi juga sangat seirama dengan spirit al-qur’an dan tujuan hukum 

Islam.29 

 Jumlah pelaksanaan perkawinan di bawah tangan sulit di ukur dengan 

pasti, namun secara tidak langsung dapat dilihat dari seberapa banyak 

permohonan isbat nikah di Pengadilan, dan ironisnya jumlah permohonan isbat 

nikah makin hari bukan semakin surut melainkan semakin hari semakin 

bertambah.30 Apabila ditelaah lebih dalam dinamika praktik perkawinan di bawah 

tangan yang berlangsung pada masyarakat Indoneisia, akan dijumpai beragam 

variabel yang melatarbelakanginya. Variabel yang melatarbelakangi maraknya 

perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut:31 

a. Faktor kedua calon mempelai atau salah satunya belum cukup umur. 

Setidaknya terdapat dua kaetgori yang melatarbelakangi kondisi ini 

 
29 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 

Persoalan Umat (Jakarta: Mizan, 1998), hal 204. 
30 Mohammad Idris Ramulyo, Pernikahan di Bawah Tangan/Nikah Sirri (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), hal 54. 
31 Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 

Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 1, No. 2 (2020), hal 55-56. 
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yaitu: Pertama, kedua pasangan telah saling cinta dan sering bersama 

sehingga demi kemaslahatan untuk menghindari perbuatan maksiat dan 

perzinahan maka orang tua sepakat untuk melangsungkan perkawinan. 

Kedua, maraknya pergaulan bebas di zaman sekarang menyebabkan 

tingginya angka kehamilan anak di bawah umur akibat perzinahan, 

sehingga demi menjaga kehormatan wanita dan martabat keluarga dari 

aib dan rasa malu orang tua sepakat menikahkan anaknya. 

b. Faktor ikatan kerja dan pendidikan. Perusahaan, lembaga pendidikan 

baik negeri maupun swasta serta pemberi beasiswa baik dalam negeri 

maupun luar negeri mempersyaratkan bahwa pekerja, siswa, 

mahawsiswa dilarang untuk menikah selama masa tertentu. Sehingga 

bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan agar terhindar dari 

konsekuensi atau penalti memilih untuk melakukan pernikahan di 

bawah tangan sebagai jalan keluar. 

c. Faktor doktrin dalam masyarakat bahwa perkawinan di bawah tangan 

dinyatakan sah menurut agama dan pencatatan perkawinan hanyalah 

bersifat administrasi. Perkawinan di bawah tangan dilangsungkan demi 

mendapat berkah dari tokoh agama, kiyai dan ulama. Fenomena ini 

mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung pada 

norma agama tentang sahnya perkawinan sehingga tanpa sadar 

mengabaikan kewajiban mematuhi ulil amri yang diperintahkan agama 

Islam selama mengandung kemaslahatan. 
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d. Faktor minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 

urgensi pencatatan perkawinan, sehingga mengakibatkan maraknya 

perkawinan di bawah tangan. Padahal regulasi pencatatan perkawinan 

sudah sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan dan sudah 

disosialisasikan sejak lama. 

e. Faktor sosial di dalam masyarakat yang sudah terlanjur memberikan 

stigma negatif bagi pelaku poligami, sehingga untuk menghindari hal 

tersebut dilakukanlah perkawinan di bawah tangan. 

f. Faktor sulitnya regulasi poligami. Dalam melangsungkan poligami 

seorang pria harus memenuhi kebijakan yang termaktub dalam UU 

Perkawinan, KHI dan PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990. Hal 

yang memberatkan di sini yaitu izin dari istri terdahulu, izin dari atasan 

serta izin dari Pengadilan. Disebabkan hal tersebut banyak suami yang 

menempuh jalur alternatif melalui perkawinan poligami ilegal. 

g. Faktor geografis. Tidak semua masyarakat hidup di perkotaan dan dekat 

dengan KUA sehingga dalam pengurusannya menghabiskan waktu, 

tenaga dan biaya yang cukup banyak. Maka, perkawinan di bawah 

tangan dilakukan sebagai jalan keluar melangsungkan pernikahan. 

h. Faktor sulitnya administrasi perkawinan. Banyaknya persyaratan yang 

harus dilengakapi bagi pasangan yang ingin melangsungkan 

perkawinan, sehingga tak jarang menyebabkan pengurusan yang 
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berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama mengakibat 

masyarakat memilih perkawinan di bawah tangan sebagai jalan pintas. 

Faktor biaya pencatatan perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa 

biaya melangsungkan perkawinan melalui KUA mahal. Padahal dengan 

menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh camat 

tidak dikenakan biaya dan bahkan saat ini melalui PP No 47 Tahun 

2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang 

Berlaku pada Departemen Agama jo PP No 47 Tahun 2014 Pasal 6; 

i. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dalam menanggulangi 

peraktik perkawinan di bawah tangan, sehingga menyebabkan 

maraknya perkawinan di bawah tangan. Padalah pada Pasal 45 PP No 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 sudah 

ditegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan dapat 

dikenai sanksi, namun sampai saat ini bisa dikatakan bulum terealisasi. 

j. Faktor kesengajaan atau kekhawatiran sehingga memilih untuk 

merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu. 

 Eksistensi pemerintah dalam memproduksi kebijakan untuk mengayomi 

masyarakat sudah sepantasnya dimaksimalkan dengan menyelenggarakan 

sinkronisasi dan korespondensi secara intensif dan terpadu antar lembaga dan 

melakukan pendekatan pada masyarakat melalui pemuka agama dan pemuka 

masyarakat serta mengonsolidasikan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan 

dan juga membangun media sosial dalam rangka memberikan bimbingan dan 

pendidikan kepada seluruh masyarakat terkait dampak negatif imbas dari 
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perkawinan di bawah tangan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan keluarga 

terjaga.32 Pemerintah melalui UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 

menegaskan bahwasanya termuat ketentuan pidana pada paraktik perkawinan 

yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah yanag berwenang. 

Begitupun bagi pegawai pencatat nikah yang melawan prosedur pencatatan 

perkawinan juga akan menerima sanksi. Demikian juga dalam KHI dan PP No 9 

Tahun 1975 Bab IX Pasal 45 ayat 1 berikut: “Kecuali apabila ditentukan lain 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang 

melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan 

Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

(tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah 

ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)”.33 

 Berdasarkan regulasi tersebut, pelaku perkawinan di bawah tangan dapat 

diproses hukum dengan tujuan memberikan pelajaran kepada masayarakat. 

Sebaliknya jika tidak dilakukan tindakan yang tegas, masyarakat akan 

menganggap perkawinan di bawah tangan di bolehkan, tidak berefek negatif dan 

tidak ada sanksi hukm sehingga mengakibatkan maraknya praktik pernikhan di 

bawah tangan. Ketidakpastian penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan di 

bawah tangan dan juga juru nikah tidak resmi menjadikan pelanggaran ini 

 
32 Mariani, “Fikrah Sanksi Pidana atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan”, Vol 5, No. 

3 (2021), hal 322. 

 33 Subekti and Tjitrosudibio, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975…, hal 593. 
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berkesinambungan tidak teratasi, hal ini berseberangan dengan harapan UU 

Perkawinan dan KHI yang mengidamkan hukum perkawinan yang sistematis. 

Selain itu, denda sebagai ikhtiar memberantas pelaku perkawinan di bawah 

tangan dan juga juru nikah tidak resmi nyaris tidak pernah diaktualisasikan dan 

bahkan kurs mata uang dari denda tersebut saat ini sangatlah kecil dan sudah tidak 

bernilai. Oleh karena itu, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan 

perkawinan dianggap perlu untuk dikaji kembali dan penerapannya harus lebih di 

tegaskan serta dijalankan secara efektif di lingkungan Peradilan Agama maupun 

Peradilan Negeri.34 

c. Poligami dalam hukum positif dan hukum Islam 

 Poligami secara etimologi bersumber dari bahasa Yunani yaitu poly atau 

polus yang bermakna banyak dan gamein atau gamos yang bermakna perkawinan, 

jadi poligami bermakna perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. 

Poligami dalam bahasa arab ialah ta’addud al-zaujah, yang berarti perkawinan 

yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam satu waktu secara bersamaan.35 

Poligami berdasarkan kamus hukum adalah perkawinan seorang pria dengan 

menikahi lebih dari seorang wanita, maksudnya ikatan perkawinan yang sah 

antara seorang pria yang menikahi wanita lebih dari seorang dalam waktu yang 

bersamaan.36 

 
34 Hendri Kori, “Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan 

Pencatatan Perkawinan dalam Perudang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia),” Hukum Islam 

Vol 20, no. 1 (2020), http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/8180, hal 

33. 
35 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

Pertama (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal 167. 
36 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hal 13-14. 
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 Secara terminologi, Siti Musda Mulia memaparkan bahwa poligami adalah 

ikatan perkawinan seorang pria yang menikahi beberapa orang wanita pada waktu 

yang bersamaan.37 Fikih munakahat mendeskripsikan poligami sebagai 

perkawinan seorang pria yang beristri lebih dari satu orang, tetapi terbatas paling 

banyak empat orang, karena melebihi dari empat orang bertentangan dengan 

hukum Islam.38 Seorang suami dapat dikatakan poligami bilamana kuantitas istri 

yang dia nikahi di waktu yang bersamaan lebih dari seorang, bukan dihitung dari 

total perkawinan yang pernah diselenggarakan. Suami yang ditinggal oleh istrinya 

baik karena perceraian maupun meninggal dunia lalu dia menikah lagi, tidak dapat 

ditafsirkan berpoligami, kerena dia hanya menikahi seorang istri dalam satu 

waktu.39  

 Dalam Islam, syariat poligami terkandung dalam surat an-Nisa’ 4/3: 

وَربُٰعَ ۚ  وَثُ لٰثَ  مَثْنٰٰ  النِ سَاۤءِ  مِ نَ  لَكُمْ  مَا طاَبَ  فاَنْكِحُوْا  الْيَ تٰمٰى  فِِ  تُ قْسِطُوْا  اَلاَّ  خِفْتُمْ    وَاِنْ 
 خِفْتُمْ اَلاَّ تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَةً اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَْماَنُكُمْ ۗ ذٰلِكَ ادَْنىىٰ اَلاَّ تَ عُوْلُوْاۗ فاَِنْ 

Artinya: “Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim 

yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik 

bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih 

baik bagimu untuk tidak menyeleweng”. 40 

 Ayat ini menegaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dan 

memberikan ketentuan dalam penerapannya. Terdapat tiga poin pembahasan 

 
37 Siti Musda Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama dan Gender, 1999), hal 2. 
38 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 

131. 
39 Rodli Makmum, Dkk, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2009), hal 16. 
40 Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Cet Kedua (Yogyakarta: UII 

Press, 1999), hal 137. 
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dalam ayat ini. Pertama, setiap insan yang risau tidak kapabel bersikap adil dalam 

mengelola harta anak perempuan yatim maka dilarang menikahinya supaya 

terhindar dari perbuatan zalim atas hartanya. Kedua, Islam membatasi poligami 

maksimal empat orang. Ketiga, menegaskan bahwa seorang suami yang ingin 

poligami harus dapat berperan adil terhadap istri-istrinya. Bilaman tidak pandai 

berperan adil, maka satu istri lebih baik atau menikahi budak perempuan, 

sehingga menjauhi diri dari perbuatan menyimpang.41 

 Quraish Shihab berpandangan bahwa ayat tersebut tidak menysariatkan 

poligami maupun merekomendasikannya, melainkan hanya membicarakan 

mengenai kebolehan poligami bagi personal yang sangat membutuhkan dan 

dengan prasyarat yang berat. Mengkaji poligami dalam al-qur’an sepatutnya tidak 

dikritisi dari keidealannya saja atau dari dampak positif dan negatifnya saja, 

melainkan selayaknya dilihat dari perspektif kebijakan hukum dalam berbagai 

konteks yang barangkali akan terjadi.42 

 Sayyid Qutb memandang poligami adalah sebuah rukhsah, yang hanya 

boleh dilakukan dalam kondisi darurat dan sangat mendesak. Kebolehan disini 

disyaratkan harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, adil dalam nafkah, 

mu’amalah, pergaulan dan penjatahan. Bagi yang tidak kapabel, maka seyogianya 

satu saja.43 

 
41 Nurcahaya et al., “Sanksi Pelaku Poligami di Indonesia Perspektif Fiqh,” Hukum Islam 

Vol XVII, No. 1 (2007), hal 78. 
42 Muhammad Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal 410. 
43 Sayyid Qutb, “Tafsir Fi Zilalil Qur’an,” Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1961), hal 236. 
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 Hukum perkawinan Indonesia mengatur secara ketatat syarat untuk 

poligami. Regulasi tersebut terdapat pada beberapa peraturan perundang-

undangan yaitu Pasal 3, 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 

16 Tahun, Pasal 55-59 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

dan Pasal 4 PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990. 

 Berdasarkan regulasi tersebut menunjukkan bahwa Islam dan pemerintah 

bersungguh-sungguh dalam mengawal praktik poligami, sehingga teratur dan 

tidak ada pihak yang terzolimi. Regulasi ini juga terkesan memberatkan praktik 

poligami sehingga berimplikasi melarang masyarakat poligami. Dalam sebuah 

hadits, ketika putri Rasulullah Saw Fatimah binti Muhammad Saw akan 

dipoligami Ali bin Abi Thalib ra. dan Nabi mendengar keinginan poligami 

tesebut, Nabi seketika masuk masjid lalu naik mimbar kemudian berdabda: 

“Segenap Bani Hasyim bin al-Mughirah memohon izin kepadaku untuk 

menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah bahwa aku tidak 

akan mengizinkan, sekali lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh tidak akan 

aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan 

menikahi putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, setiap yang 

mengganggu perasaannya juga akan menggangguku dan setiap yang menyakiti 

hatinya juga akan menyakitiku”. Pantangan dari nabi Muhammad Saw, bermakna 



38 
 

 
 

melarang poligami juga bisa dikategorikan sunnah. Ali bin Abi Thalib Ra baru 

mengawini wanita lain selepas wafatnya Fatimah Ra.44 

 Regulasi pelaksanaan poligami wajib dipenuhi oleh pihak yang ingin 

berpoligami, sehingga apabila tidak terpenuhi maka dilarang poligami. Bagi para 

pihak yang melanggar regulasi tersebut akan mendapat sanksi pidana 

sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: a. 

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan 

atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah 

untuk itu”; b. “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan/perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk 

itu”.(2) “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 

menyembunyika nkepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi 

penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun”.45 

 Sanksi pidana juga ditegaskan dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. Akan tetapi, fakta yang terjadi 

dilapangan banyak masyarakat yang melanggar prosedur poligami melalui 

poligami di bawah tangan. Pelanggaran tersebut setidaknya disebabkan karena 

dua faktor. Pertama, faktor internal yang menghendaki adanya pelegalalan 

 
44 Mansur, “Dekonstuksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks,” Al-

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 1 (2008), hal 58-59. 

 45 Devi Triasari and MBuslaw, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yogyakarta: 

Charissa, 2019), hal 32. 
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terhadap poligami di bawah tangan melalui isbat nikah dan dalam pelegalan 

tersebut tidak di jatuhkan sanksi tegas kepada para pihak. Kedua, faktor eksternal 

karena banyak masyarakat yang berpandangan pencatatan poligami bukanlah 

sebuah keharusan.46 Dengan demikian, pemerintah harus berinisiatif membuat 

strategi yang ideal untuk memberantas pelanggaran tersebut melalui penyuluhan 

dan penguatan sanksi yang di jalankan secara efektif terhadap para pelanggar. 

d. Isbat nikah dalam hukum Islam dan hukum positif 

 Isbat nikah terdiri dari dua suku kata yang bersumber dari bahasa arab. 

Isbat secara etimologi merupakan masdar dari kata  َاتً بَ ث ْ إِ   –  تُ بِ ثْ ي ُ   –  تَ بَ ث ْ أ  yang berarti 

penentuan atau penetapan.47 Kata nikah secara etimologi merupakan masdar dari 

kata  نَ كَ حَ   –  ي َ نْ كِ حُ   -  نِ كَ احً ا yang berarti menikahi atau mengawini.48 Adapun kata 

nikah secara terminologi menurut UU Perkawinan adalah “ikatan antara seorang 

pria danseorang wanitasebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga 

atau kehidupan rumah tangga yangbahagia dan kekalberdasarkanKetuhanan 

YME”.49 

 Isbat nikah ialah prosedur hukum untuk menetapkan perkawinan seorang 

pria dan seorang wanita yang telah dilakukan berdasarkan hukum Islam yang 

terpenuhi syarat dan rukun, akan tetapi perkawinannya tidak diawasi pegawai 

 
46 A E Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan,” 

Tahkim Vol XVII, No. 1 (2021), hal 45-46. 
47 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Cet IV (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif, 1997), hal 145. 
48 Louis Ma’luf, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 

hal 736. 

 49 Subekti and Tjitrosudibio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, hal 537. 
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pencatat nikah dan berimbas tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti 

keabsahan perkawinan.50 Penetapan isbat nikah tersebut didasarkan pada putusan 

atau penetapan Pengadilan Agama.51 

 Pelaksanaan isbat nikah dapat diselenggarakan secara reguler dan terpadu. 

Pelaksanaan isbat nikah reguler yaitu pelaksanaan isbat nikah yang proses 

persidangannya dilakukan di ruang sidang Pengadilan Agama setempat. Adapun 

isbat nikah terpadu yaitu pelaksanaan isbat nikah yang proses persidangannya 

dilakukan di luar Pengadilan Agama, tanpa biaya, hakim tunggal dan 

pemanggilannya kolektif.52 

 Landasan hukum penerapan isbat nikah terpadu ialah Perma No 1 Tahun 

2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta 

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran yang bertujuan untuk membantu 

masyarakat dan memaksimalkan pelayanan kemasyarakatan. 53  

 Perlu di garis bawahi bahwa isbat nikah hanya bisa dilakukan bagi 

pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan ajaran Islam yakni 

terlaksana seluruh rukun dan syaratnya. Namun, bilaman terdapat satu saja yang 

tidak terpenuhi maka tidak dapat melakukan isbat nikah. Isbat nikah merupakan 

 
 50 Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang Undangan Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Maret (2014), hal 3. 

 51 Budi Durachman, Komplikasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), hal 12. 

 52 Ramdani Wahyu Sururie, “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak 

Identitas Hukum,” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan Vol 17, no. 1 (2017), 

https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133, hal 114. 

 53 Peraturan Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran (Jakarta: 

Kentrian Agama, 2015), hal 1. 
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upaya untuk mendapatkan kepastian hukum karena telah melakukan perkawinan 

di bawah tangan.54 Tidak semua perkawinan dapat disbatkan, isbat nikah hanya 

dibatasi berdasarkan beberapa kondisi tertentu sebagaimana termaktub dalam 

pasal 7 ayat (3) KHI bahwa: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya 

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; 

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) 

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No1 

Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974”.55 

Selain dari kondisi tersebut di atas tidak dapat dilakukan isbat nikah. Adapun 

yang dapat memohon isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali 

nikah dan orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu. 

 Tempat pengajuan perkara isbat nikah berpedoman kepada kaidah tempat 

mengajukan gugatan/permohonan yang termaktub dalam UU Perkawinan dan PP 

No 9 Tahun 1975. Dalam mengajukan perkara isbat nikah diajukan oleh 

pemohon/penggugat berdasarkan yuridiksi Pengadilan Agama tempat kediaman 

pemohon/penggugat. Namun, apabila terdapat gabungan perkara (kumulasi), 

misalnya isbat nikah disertai izin poligami atau isbat nikah disertai perceraian, 

maka diverifikasi berdasarkan substansi perkaranya.56 Pada penelitian ini isbat 

 
 54 Moh Hidayatullah, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di 

Pengadilan Agama Situbondo,” Rechtenstudent Journal Vol 3, no. 1 (2022), hal 108. 

 55 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hal 4. 
56 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 

51-54. 
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nikah kumulasi poligami diajukan oleh pemohon berdasarkan yuridiksi 

Pengadilan Agama tempat kediaman mereka. 

  Isbat nikah dapat diartikan sebagai pengesahan terhadap pelanggaran 

dalam praktik perkawinan. Pelanggaran tersebut terletak dalam hal pencatatan 

perkawinan, di tambah lagi rawannya penyelundupan hukum dalam praktik isbat 

nikah, yakni isbat nikah perkawinan di bawah umur, isbat nikah poligami tanpa 

izin dan lain sebagainya. Isbat nikah yang seharusnya menjadi vaksin malah 

menjadi virus karena tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan regulasi 

perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terdapat kekosongan hukum 

di dalamnya, sehingga hakim Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan 

fungsinya secara optimal. Sejauh ini, hakim Pengadilan Agama hanya melakukan 

ijtihad untuk memeriksa perkara isbat nikah karena hla tersebut terkait dengan 

perkawinan dan perceraian, sehingga hakim tidak dapat menyanggah perkara isbat 

nikah karena merupakan bagian dari perkawinan. Pemerintah dalam mengatur dan 

menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan dengan memberikan 

perlindungan serta memberikan efek jera kepada warga negara Indonesia 

memerlukan formulasi khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau 

melakukan pembaharuan pada peraturan perkawinan yang sudah ada, sehingga 

kecacatan hukum tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. 
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3. Maṣlaḥah dalam Hukum Munākaḥāt   

 Maṣlaḥah menurut etimologi bersumber dari bahasa Arab dengan asal kata 

ا  yang artinya kebaikan, pantas dan memiliki manfaat.57 Adapunصَِلَِحَِ-يَِصِْلُِحُِ-صَِلَِحِ 

dalam bahasa Indonesia kata maṣlaḥah  diserap menjadi maslahat yang bermakna 

menarik faedah.58 Maṣlaḥah juga dapat bermakna kebaikan atau suatu aktivitas 

yang memuat kebaikan.59 

 Adapun menurut terminologi para ulama mendefinisikan maṣlaḥah 

sebagai berikut: 

a. Maṣlaḥah menurut ulama uṣul yang dirumuskan Imam al-Ghazali 

yakni: 

فَعَةٍ اوَْ دَفْعٍ مُضَرَةٍ. وَ لَسْنَا نَ عْنِِ  الَْمَصْلَحَةُ فَهِيَ   عِبَارَة  فِِ الْاَصْلِ عَنْ جَلْبٍ مَن ْ
فَعَةِ وَ دَفْعَ الْمُضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْْلَْقِ وَ صَلَحُ الْْلَْقِ فِِ  بِهِ ذَلِكَ.فاَِنَّ جَلْبَ الْمَن ْ

بِالْمَصْلَحَةِ   نَ عْنِِْ  لَكِنَّا  مَقَاصِدِهِمْ  وَ تَحْصِيْلِ  الشَّرعِْ  مَقَاصِدِ  عَلَى  الْمُحَافَظةَُ 
مَقْصُوْدُ مِنْ الشَّرعِْ مِنْ الْْلَْقِ خََْسَة  وَهُوَ انَْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْ نَ هُمْ وَ نَ فْسَهُمْ وَ  

فَ هُ  الْْمَْسَةِ  الْاُصُوْلِ  هَذِهِ  يَ تَضَمَّنُ حِفْظِ  مَا  مَالََمُْ فكُلر  وَ  نَسْلَهُمْ  وَ  وَ  عَقْلَهُمْ 
 60ِ.مَصْلَحَة , وكَُلَّ مَا يَ فُوْتُ هَذِهِ الُاصُوْلَ فَ هُوَ مَفْسَدَة , وَ دَفْ عُهُ مَصْلَحَة  

 Artinya: “Maṣlaḥah definisi asalnya ialah mengambil manfaat 

atau mencegah muḍarat, tetapi bukan itu yang kami harapkan, karena 

mendatangkan manfaat dan mencegah muḍarat merupakan tujuan dari 

manusia. Dan kemaslahatan makhluk ada ketika bermasil memperoleh 

 
57 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsiran al-Qur’an, 1973), hal 219. 
58 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), hal 64. 
59 Husein Hamid Hasan, Nazariyyah Al-Maṣlaḥah Fi Al-Fiqh Al-Islami (Kairo: Dar al-

Nahdhah al-’Arabiyah, 1971), hal 3-4. 
60 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Musthafa Min ’Ilmi Al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1980), hal 286-287. 
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tujuan mereka, namun yang kami maksudkan dengan Maṣlaḥah adalah 

melindungi tujuan syara’, dan tujuan syara’ yang berkolerasi dengan 

manusia ada lima, yaitu: perlindungan atas mereka terhadap agama 

mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab mereka, dan harta mereka. 

Oleh karena itu, segala hal yang mencakup perlindungan atas lima 

pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika mencegahnya 

adalah Maṣlaḥah  ”. 

b. Maṣlaḥah menurut al-Khawarizmi yang dipetik oleh Wahbah Zuhaili 

yakni:  

 61ِ.وَالْمُراَدُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظةَُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرعِْ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْْلَْقِ 

 Artinya: “Yang dimaksud dengan Maṣlaḥah adalah melindungi 

tujuan syara’ dengan mencegah kerusakan hal-hal yang merugikan 

manusia”. 

c. Maṣlaḥah menurut Sa’id Ramadhan al-Buthi yakni: 

فَعَةُ الَّتِيْ قَصْدَهَا الشَّارعُِ   الَْْكِيْمُ لعِِبَادِهِ, مِنْ حِفْظِ دِينِْهِمْ وَ  الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَن ْ
نَ هَا ٍ فِيْمَا بَ ي ْ  62ِ.نُ فُوْسِهِمْ وَ عُقُوْلَِمِْ وَ نَسْلِهِمْ وَ امَْوَالَِمِْ, طِبْقَ تَ رْتيِْبِ مُعَيَّ

 Artinya: “Maṣlaḥah adalah setiap kebaikan yang ditujukan oleh 

syari’ yang Maha Bijaksanan untuk kebaikan hamba-hambanya yakni 

mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan harta 

mereka berdasarkan susunan yang jelas yang terkandung di 

dalamnya.” 

d. Maṣlaḥah menurut Najmuddin al-Thufi yakni: 

الْعُ   بِحَسَبِ  حَدرهَا  الن َّفْعِ امََّا  وَ  الصَّلَحِ  اِلََ  الْمُؤَدِ ي  السَّبَبُ  فَهِيَ  رْفِ؛ 
كَالتِ جَارَةِ الْمُؤَدِ يَّةِ اِلََ الر بِْحِ. وَ بِحَسْبِ الشَّرعِْ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِ ي اِلََ مَقْصُوْدِ 

 
61 Wahbah al-Zuhaili, “Ushul Al-Fiqh Al-Islamy,” Juz II (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 

1986), hal 757. 
62 Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabit Al-Maṣlaḥah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah (Beirut: 

Mu’assasah al-Risalah, 1992), hal 27. 
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قَسِمُ اِلََ مَا يَ قْصُدُهَ  ا الشَّرعُِ لِْقََّهِ كَالْعِبَادَاتِ.  الشَّارعِِ عِبَادَةً اوَْ عَادَةً. ثَُُّ هِيَ تَ ن ْ
 63ِ.وَ اِلََ مَا يَ قْصُدُهُ لنَِ فْعِ الْمَخْلُوْقِيَْ وَانتِْظاَمِ اَحْوَالَِمِْ كَالْعَادَاتِ 

 Artinya: “Adapun definisi maṣlaḥah menurut ‘urf ialah penyebab 

datangnya kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang 

menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’ ialah 

penyebab yang dapat mendatangkan tujuan kepada maksud syari’, baik 

dalam hukum ibadah atau muamalah, kemudian maṣlaḥah terdiri dari 

maṣlaḥah yang dikehendaki oleh syari’ sebagai hak prerogratif syari’ 

seperti ibadah dan maṣlaḥah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan 

umat manusia dan kesejahteraan kehidpuan mereka seperti hukum 

adat.” 

e. Maṣlaḥah menurut Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi yakni:64 

الشَّريِْ عَ  لَا  تَكَاليِْفُ  الْمَقَاصِدُ  هَذِهِ  وَ  الْْلَْقِ,  فِِ  مَقَاصِدِهَا  حِفْظِ  اِلََ  تَ رْجِعُ  ةِ 
وَ   حَاجِيَّةً  تَكُوْنَ  انَْ  الثَّنِِْ  وَ  ضَرُوْريَِّةً  تَكُوْنَ  انَْ  اَحَدُهَا؛  اقَْسَامٍ  ثَلَثةََ  تَ عْدُو 

الضَّرُوْريَِّةُ  فاَمََّا  تَحْسِيْنِيَّةً.  تَكُوْنَ  انَْ  قِيَامِ    الثَّالِثُ  فِِ  هَا  مِن ْ بدَُّ  لَا  اَ  انََّّ فَمَعْنَاهَا 
وَ   يْنِ  الدِ  حِفْظُ  وَهِيَ؛  خََْسَة   تِ  الضَّرُوْرياَّ مََْمُوْعُ  وَ  نيْاَ,  الدر وَ  يْنِ  الدِ  مَصَالِحُ 

مِلَّ  فِِ كُلِ   مُراَعَاة   اَ  اِنََّّ قاَلُوْا؛  وَقَدْ  الْعَقْلِ,  وَ  الْمَالِ  وَ  النَّسْلِ  وَ  وَامََّا  الن َّفْسِ  ةٍ. 
امََّا   وَ  وَرَفْعِ.  الت َّوْسِعَةِ  حَيْثُ  مِنْ  هَا  الِيَ ْ مُفْتَ قَر   اَ  انََّّ فَمَعْنَاهَا  الْْاَجِيَّاتُ 

 65.التَّحْسِيْنِيَاتُ فَمَعْناهََا الْاَخْذُ بماَ يلَِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ 

 Artinya: “Pembebanan syariat kembali kepada tujuan penciptaan 

itu sendiri, dan tujuan ini tidak lebih dari tiga kategori, yaitu: 

ḍaruriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Ḍaruriyah ialah hendaknya dia 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahtan agama dan dunia. Dan 

keseluruhan ḍaruriyah terdiri dari lima kategori, yakni: memelihara 

agama, diri, nasab, harta dan akal, dan dikatakan semua itu 

merupakan tujuan semua agama. Adapun hajiyyah ialah kebutuhan 

dari segi menghilangkan kesulitan. Adapun tahsiniyyah ialah 

memperoleh sesuatu untuk memperelok kebiasaan.”  

 
63 Najmuddin Thufi, Al-Ta’yin Fi Syarhi Al-Arba’in (Beirut: Mu’assasah al-Rayyan al-

Maktabah al-Malikiyyah, 1998), hal 239. 

 64Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah,” Juz II (Beirut: 

Dar al-Ma’rifah, 1997), hal 7-9. 
65 Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah,” Juz II (Beirut: 

Dar al-Ma’rifah, 1997), hal 7-9. 



46 
 

 
 

 Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa maṣlaḥah ialah setiap upaya yang dilakukan guna mendapatkan 

kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dengan cara memelihara dan mencapai 

tujuan-tujuan syara’ yakni mencakup tindakan proteksi terhadap agama, jiwa, 

akal, nasab dan harta untuk mencegah kemudharatan. Menurut pandangan para 

ulama tersebut di atas, kriteria Maṣlaḥah dapat dikelompokkan sebagai berikut:66 

a. Maṣlaḥah mesti sinkron dengan maqāṣid syarī’ah; 

b. Maṣlaḥah mesti sinkron dengan kaidah-kaidah kulli dan qaṭ’i baik dari 

perspektif wurud atau dalalah; 

c. Maṣlaḥah mestilah sesuatu yang meyakinkan, bersumber dari kajian 

yang jeli dan akurat, sehingga tidak ada keraguan untuk mendatangkan 

kebaikan dan menghindarkan muḍarat; 

d. Maṣlaḥah yang dapat mendatangkan keringanan dan tidak 

menghadirkan kepelikan. 

 Maṣlaḥah sangat erat hubungannya dengan peristiwa sosial yang ada 

dalam masyarakat, oleh karena itu kemaslahatan pada suatu zaman/masa belum 

tentu maṣlaḥah pada zaman/masa yang lain. Maṣlaḥah berbeda mengikuti 

perkembangan zaman. Maka dari itu, produk hukum yang berasaskan pada 

maṣlaḥah bersifat dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Ibnu Qayyim al-

Jauziyah dalam bukunya mengatakan bahwa perubahan fatwa lantaran adanya 

 
66 Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maṣlaḥah,” 

Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam Vol 12, No. 1 

(2020), https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508, hal 48. 
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pergantian waktu, tempat dan keadaan.67 Kaidah ini mendesak pemerintah 

hendaknya mempunyai kecakapan menilai kemaslahatan sosial yang barangkali 

berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Pada 

hakikatnya, pemerintah bertanggungjawab dalam memelihara agama serta 

mengelola aktivitas keduniaan. 

 Tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan guna menjaga dan 

memelihara kehormatan serta kesucian ikatan perkawinan, sehingga perkawinan 

menjadi teratur dan para pihak terlindungi dari kemudharatan. Adapun isbat 

nikah, merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memperoleh keabsahan 

sebuah perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki 

identitas hukum yang jelas berupa akta nikah. Kedua hal tersebut merupakan 

bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatam di mana kemaslahatan merupakan tujuan dari hukum Islam 

(maqāṣid syarī’ah). 

 Maṣlaḥah ditinjau dari segi keberadaan Maṣlaḥah menurut syara’terbagi ke 

dalam tiga kategori sebagai berikut:68 

a. Maṣlaḥah mu’tabarah, yaitu maṣlaḥah yang langsung disebutkan 

kemaslahatannya oleh syara’. Ditemukan dalil khusus yang menjadi 

pedoman bentuk dan jenis kemaslahatan. Seperti dalil hukuman 

peminum khamar, sanksi bagi orang yang meminum khamar dalam 

 
67 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, “I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabbi Al-’Alamin,” Juz II 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), hal 11. 
68 Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo 

Press, 2008), hal 27-29. 
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hadis Nabi ditafsirkan berbeda oleh para ulama fikih karena terdapat 

perbedaan alat pemukulan yang digunakan. 

b. Maṣlaḥah mulgah, yaitu maṣlaḥah yang tidak dianggap atau diterima 

oleh syara’ sebab berselisih dengan kebijakan syara’ atau dianggap 

baik oleh akal manusia saja. Seperti manfaat riba untuk menambah 

kekayaan. 

c. Maṣlaḥah mursalah, yaitu maṣlaḥah yang tidak disebutkan oleh syara’ 

dan juga tidak diterima karena mendapat dukungan kuat dari makna 

tersirat dari sejumlah naṣ yang ada. Seperti mencatat al-qur’an. 

 Menurut Syatibi Allah menerapkan syariat tidak lain kecuali untuk 

mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.69 Maknanya bahwa, 

ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh Allah berlandaskan pada kebaikan 

manusia itu sendiri. Apabila dikiaskan, kebijakan pencatatan perkawinan dan isbat 

nikah yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI bertujuan untuk mewujudkan 

kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Konsep pencatatan perkawinan dan isbat 

nikah senada dengan metode maṣlaḥah dan maqāṣid syarī’ah Syatibi. Adapun 

rumusannya sebagai berikut: 

a. Bahwa regulasi pencatatan perkawinan dan isbat nikah tidak ditemukan 

dalilnya secara khusus baik dalam al-qur’an dan hadits, sehingga sudah 

tepat mengkaji permasalahan ini menggunakan metode maṣlaḥah di 

mana salah satu karakter dari metode maṣlaḥah ialah tidak terdapat 

dalil khusus yang menjelaskannya; 

 
 69 Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat..., hal 12.  
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b. Bahwa seiring berkembangnya zaman dan tingginya angka kelahiran 

yang mengakibat meningkatnya jumlah penduduk. Maka diperlukan 

adanya pendataan administratif kependudukan baik itu dalam hal 

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lain-lain. Apabila 

tindakan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan 

kesemrawutan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan banyak 

terjadi penyelundupan hukum. Berdasarkan hal tersebut, regulasi 

pencatatan perkawinan dan isbat nikah selaras dengan maqāṣid 

syarī’ah; 

c. Bahwa dalam perkawinan di bawah tangan mengakibatkan hilangnya 

pemeliharaan terhadap hak-hak anggota keluarga baik itu hak atas 

memperoleh kejelasan status perkawinan, status anak, hak atas harta 

dan lain-lain. Hilangnya hak tersebut mengakibatkan hilangnya rasa 

aman dan tentram dalam rumah tangga yang merupakan kebutuhan 

primer (ḍaruri), yakni hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, hifẓ al-māl 

dan hifẓ al-‘aql. Maka dari itu, pencatatan perkawinan dan isbat nikah 

merupakan kemaslahatan di mana bermanfaat dalam memberikan 

perlindungan kepada anggota keluarga serta menjadi benteng dari 

kemudharatan; 

d. Bahwa melalui pencatatan perkawinan dan isbat nikah, pemerintah 

telah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial bagi semua 

rakyat Indonesia tanpa memilah-milah ras, suku, agama dan golongan. 

Kemaslahatan yang diaplikasikan oleh pemrintah merupakan 
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kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu, di mana praktik ini 

sependapat dengan teori fikih bahwa “kemaslahatan umum harus 

diutamakan daripada kemaslahatan pribadi”; 

e. Bahwa secara normatif UU Perkawinan dan KHI merupakan 

manifestasi terhadap norma-norma yang termaktub dalam Pancasila dan 

UUD 1945. Dengan demikian pelaksanaan pencatatan perkawinan dan 

isbat nikah diharapkan mampu menghadirkan kemaslahatan sehingga 

terjaminnya hak-hak anggota keluarga dan terhindar dari kemudharatan 

sehingga penanganan proses pencatatan perkawinan dan isbat nikah 

harus dipermudah dan tidak boleh dipersulit. 

 Berdasarkan karakteristik dan interes maṣlaḥah, ulama uṣul fikih 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori:70 

a. Maṣlaḥah ḍaruriyyah yakni kebaikan yang berkaitan dengan hajat 

pokok manusia di dunia dan di akhirat. Maṣlaḥah ḍaruriyah merupakan 

hajat mendasar yang melahirkan dan memelihara keberadaan lima hal, 

yaitu: melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal 

tersebut dikenal dengan al-maṣāliḥ al-khamsah. Bilamana 

kemaslahatan ini sirna, maka kehidupan manusia akan semrawut dan 

tidak akan terpelihara baik di dunia maupun di akhirat. Syatibi 

berpendapat, dari kelima hal ini agama dan dunia bisa beroperasi 

 
70 Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh,” Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), hal 326-329. 
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seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberikan kesejahteraan 

bagi bangsa dan individu; 

b. Maṣlaḥah hajiyyah ialah kebaikan yang dibutuhkan guna menggenapi 

kemaslahatan pokok berupa keringanan untuk mengawal dan 

mengayomi kebutuhan dasar manusia Maṣlaḥah hajiyyah merupakan 

kebutuhan sekunder yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar 

terhindar dari kesulitan yang akan menimpa mereka sehingga 

memudahkan dan melancarkan manusia dalam menjalani kehidupan 

secara menyeluruh. Maṣlaḥah hajiyyah apabila tidak terlaksana tidak 

sampai mengusik esensi kehidupan manusia, tetapi bisa mengundang 

kesukaran dan kemudharatan bagi manusia dalam menjalani kehidupan; 

c. Maṣlaḥah taḥsiniyyah yaitu kebaikan yang berperan sebagai 

komplemen berupa keleluasaan guna melengkapi maṣlaḥah ḍaruriyyah 

dan hajiyyah. Maṣlaḥah taḥsiniyyah merupakan kebutuhan 

komplementer yang bertujuan untuk melengkapi ketenteraman hidup 

manusia. Apabila kebaikan ini tidak terlaksana, maka kebaikan hidup 

manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, biarpun tidak 

sampai menyulut kerusakan dan kehancuran terhadap tatanan 

kehidupan. Eksistensinya diharapkan dapat memuliakan akhlak dan 

kebaikan. 

 Pencatatan perkawinan dan isbat nikah dilakukan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan mengindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari 

dengan berlandaskan pada maṣlaḥah dan maqāṣid syarī’ah. Tujuan dari 
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pencatatan perkawinan dan isbat nikah merupakan aktualisasi melindungi 

eksistensi al- maṣāliḥ al-khamsah yakni hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, hifẓ 

al-māl dan hifẓ al-‘aql. Berikut penjelasannya: 

a. Perkawinan tidak tercatat mencederai kemaslahatan agama (hifẓ al-dīn). 

Perbuatan tersebut dapat diilustrasikan apabila suatu perkawinan tidak 

tercatat di hadapan pejabat pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak 

dapat dikontrol, sehingga suami berpeluang untuk menikah dengan wanita 

lain tanpa izin istri terdahulu dan tanpa izin Pengadilan Agama. Perbuatan 

tersebut cenderung berulang sehingga dikhawatirkan suami memiliki istri 

lebih dari empat orang. Selain itu, perkawinan di bawah tangan terkesan 

memudah-mudahkan perkawinan secara bebas, sehingga rawan terjadi 

perzinahan dan penyelundupan hukum. Melalui aturan pencatatan 

perkawinan dan isbat nikah agama terlindungi dan perkawinan menjadi 

tertib dan teratur; 

b. Perkawinan di bawah tangan berimbas pada psikologi istri dan anak (hifẓ 

al-nafs). Perkawinan di bawah tangan menjatuhkan harkat dan martabat 

istri dan anak. Istri dan anak tidak dapat hidup dengan nyaman dan tenang 

karena mengkhawatirkan berbagai hal, mereka dikecam dan dikucilkan 

dalam masyarakat. Bahkan ketika anak telah memasuki usia sekolah dan 

ketika melakukan pendaftaran selalu mensyaratkan adanya akte kelahiran. 

Syarat untuk memiliki akte kelahiran adalah buku nikah orang tua, 

sedangkan orang tua yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan 

tidak memegang buku nikah. Apabila tidak memiliki buku nikah, maka 



53 
 

 
 

akte kelahiran tidak dapat diterbitkan dan anak kesulitan melanjutkan 

pendidikannya. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah 

akan menjaga jiwa keluarga sehingga terhindar dari fitnah masyarakat, 

terhindar dari pengabaian pemenuhan hak dan kewajiban serta dapat 

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah; 

c. Perkawinan di bawah tangan berimbas pada kemaslahatan nasab (hifẓ al-

nasl). Tidak tercatatnya perkawinan berdampak terhadap identitas anak, 

sehingga anak yang dilahirkan tidak mengantongi identitas yang jelas 

terkait asal usulnya yang dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga anak 

tersebut seringkali dinilai sebagai anak hasil perzinahan. Melalui aturan 

pencatatan perkawinan dan isbat nikah kemurnian anak keturunan dapat 

dijaga sehingga jelas nasab anak yang dilahirkan dan anak memperoleh 

identitas diri berupa akta kelahiran; 

d. Perkawinan di bawah tangan mempengaruhi kemaslahatan harta (hifẓ al-

māl). Tidak adanya buku nikah sebagai bukti pernikahan, maka anak yang 

dilahirkan tidak mengantongi identitas yang jelas, apabila orang tuanya 

meninggal, anak kesulitan untuk menerima harta warisan orang tuanya. 

Demikian halnya suami dan istri, akibat perkawinan di bawah tangan 

apabila salah seorang meninggal akan sulit menyatakan dirinya sebagai 

ahli waris yang sah. Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah 

memberikan perlindungan terhadap hak harta keluarga, seperti nafkah, 

harta bersama, harta waris, harta gono-gini dan lain-lain; 
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e. Perkawinan di bawah tangan berdampak pada kemaslahatan akal (hifẓ al-

‘aql). Ketidakjelasan status istri dan anak akan menimbulkan rasa tidak 

nyaman dan khawatir sehingga mengakibatkan terkikisnya rasa percaya 

diri dan berujung pada depresi. Anak lantaran orang tuanya tidak memiliki 

buku nikah kondisi psikologisnya tidak tentram karena merasa 

kehadirannya sebagai aib keluarga sehingga anak merasa tertekan dan 

depresi menghadapi kondisi tersebut. Pada akhirnya anak akan menjauhi 

bersosialisasi dengan masyarakat dan lebih memilih menyendiri di rumah. 

Melalui aturan pencatatan perkawinan dan isbat nikah akan melindungi 

kesehatan mental setiap anggota keluarga. 

 Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan bertentangan dengan Maṣlaḥah 

dan maqāṣid syari’ah, di mana perbuatan ini akan mendatangkan problem yang 

seharusnya tidak terjadi. Secara Legal Procedure pelaksanaan perkawinan di 

bawah tangan merupakan maladministrasi karena melanggar ketentuan dalam 

pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Perkawinan di bawah 

tangan banyak menimbulkam akibat hukum yang merugikan pada suami, istri dan 

anak-anaknya, diantara akibat-akibat hukumnya adalah sebagai berikut:71 

a. Tidak memiliki perlindungan hukum atas legalitas perkawinannya 

mengakibatkan kepentingan dan hajat suami istri dalam rumah tangga 

tidak terlindungi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak suami, 

 
71 Adriani Adnani, “Akibat-Akibat Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri,” Normative 

Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 9, No. 2 (2021), hal 112-113. 
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istri maupun anak, masing-masing dari mereka tidak dapat menuntut 

secara hukum.; 

b. Perkawinan di bawah tangan menjurus untuk sulit dibuktikan secara 

hukum, sehingga pasangan suami istri yang menyelenggarakan 

perkawinan tersebut tidak mampu memverifikasi bahwa keduanya 

merupakan pasangan yang halal dan nyata telah menikah di muka hukum 

Islam maupun negara. Meskipun terdapat saksi, tetapi karena manusia 

hidup dalam usia yang terbatas, tidak selamanya bisa menjadi saksi ketika 

diperlukan. Disamping itu, boleh jadi pasangan tersebut bermukim tidak 

tetap dan hijrah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga ketika diperlukan 

bukti perkawinan, pasangan suami istri tersebut tidak memungkinkan 

untuk menghadapkan saksi-saksi tersebut; 

c. Lantaran tidak memilik bukti telah melangsungkan perkawinan, pasangan 

suami istri kesulitan membuat dokumen administratif seperti: Akte 

kelahiran, KTP, KK, Askes, Jamsostek, KIS, Pasport, mendaftar sekolah, 

mendaftar kerja, mendaftar Pegawai Negri Sipil (PNS), kehilanhan hak 

memerikan suara dalam pemilu, ikut serta dalam pemilu dan lain-lain; 

d. Perkawinan di bawah tangan kerap membuat pasangan leluasa dalam 

mengabaikan kewajibannya, suami atau istri selingkuh, suami tidak 

memberikan nafkah dan tidak ikut serta mendidik anak dan seringkali 

terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

 Menurut peneliti pencatatan perkawinan ditinjau dari kepentingan 

kemaslahatannya termasuk dalam ketegori maṣlaḥah ḍaruriyyah sedangkan isbat 
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nikah terhadap perkawinan di bawah termasuk dalam ketegori maṣlaḥah hajiyah. 

Hal ini didasarkan pada pentingnya kedua hal tersebut guna mewujudkan, 

melindungi dan melengkapi eksistensi al- maṣāliḥ al-khamsah sehingga manusia 

menjadi terorganisir dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari kesulitan. 

Melalui pencatatan perkawinan akan terwujud kesejahteraan dan keamanan dalam 

kehidupan rumah tangga. Melalui isbat nikah akibat dari perkawinan di bawah 

tangan dapat membantu para pihak memperoleh kembali hak-haknya serta 

memperoleh keabsahan perkawinannya. Namun, bukan berarti setiap permohonan 

isbat nikah dapat diterima begitu saja, harus dilakukan pemeriksaan terperinci 

serta didukung oleh data-data yang valid, sehingga isbat nikah yang diharapkan 

menjadi vaksin menjadi virus akibat dipandang remeh oleh masyarakat karena 

sangat mudah untuk memperoleh keabsahan perkawinan. 

B. Tinjauan Kepustakaan 

 Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh mengenai persoalan ini, 

peneliti sebelumnya telah mempelajari secara intens terkait isbat nikah poligami 

dengan menganalisis sejumlah karya ilmiah dengan tema sejenis atau 

bersinggungan dengan penelitian peneliti demi mendeteksi pemikiran dari hasil 

karya tersebut serta menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Diantara karya 

ilmiah yang peneliti analisis adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Muflih Rangkuti (2021), melalui Disertasi berjudul “Itsbat 

Nikah Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif 

dan Maqashid As-Syari’ah”. Penelitian ini mengkaji filosofi isbat nikah terhadap 
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perkawinan siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan Islam, 

pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Provinsi Sumatera Utara serta 

bagaimana seyogianya kebijakan dan penyelenggaraan itsbat nikah terhadap nikah 

siri perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Hasil penelitian yang 

diperoleh dalam Disertasi ini bahwa penyebab tingginya angka nikah siri di 

Provinsi Sumatera Utara dikarenakan beberapa komponen, seperti aspek 

ambiguitas kebijakan pencatatan nikah apakah wajib ataukah sekedar pelengkap 

saja, aspek kemiskinan, aspek usia di bawah umur, aspek poligami ilegal dan 

aspek doktrin fikih. Itsbat nikah menjadi solusi bagi pelaku nikah siri, supaya 

nikah siri dilegalkan dan disahkan negara sehingga mendapatkan buku nikah. 

Sedangkan yang menjadi hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan karena 

adanya perbedaan pemahamn terkait sahnya nikah siri, tidak terdapat sanksi yang 

tegas terhadap pelanggaran tersebut dan kurangnya peran pemerintah dalam 

melindungi warga negaranya terhadap nikah siri.72 

 Kedua, Nurmayasari, Patimah dan Rahmatiah HL (2021), dalam Jurnal 

Ilmiah Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak di 

bawah Umur”. Jurnal ini mengkaji pertimabangan hakim Pengadilan Agama 

Pangkajene dalam perkara Isbat Nikah Anak di bawah Umur pada putusan No: 

0140/Pdt.P/PA.Pkj ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hasil 

penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa hakim Pengadilan Agama 

 
 72 Muflih Rangkuti, Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara 

Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari’Ah, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara 

(Medan: UIN Sumatera Utara, 2020). 
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Pangkajene mengabulkan isbat nikah anak di bawah umur dilandaskan pada aspek 

kemaslahatan dan pada perkawinan tersebut terbukti telah terpenuhi syarat dan 

rukun berdasarkan hukum Islam. Namun dalam hukum positif, mengabulkan isbat 

nikah ini menciderai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena 

itu, pemerintah harus memperketat regulasi isbat nikah serta memberikan edukasi 

kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur.73 

 Ketiga, Imam Mawardi (2021), dalam Jurnal Ilmiah Masadir: Jurnal 

Hukum Islam yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Nomor: 

472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai Isbat Nikah Poligami”.  Jurnal ini mengkaji 

dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sampang yang mengabulkan 

permohonan isbat nikah poligami pada putusan No: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa hakim Pengadilan Agama 

Sampang mengabulakn isbat nikah poligami para pemohon didasarkan pada aspek 

kemaslahatan anak yang dilahirkan, disamping itu perkawinan yang mereka 

laksanakan telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.74 

 Keempat, Hijrawati, Zulfahmi Alwi dan Musyfikah Ilyas (2022), dalam 

Jurnal Ilmiah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya 

Legalisasi Pernikahan Siri di Pengaadilan Agama Makassar Kalas 1 A”. Jurnal 

ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar 

 
 73 Nurmayasari, Patimah, and Rahmatiah HL, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap 

Isbat Nikah Anak Dibawah Umur,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi 

Syari’ah Vol 2, No. 3 (2021), https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877, hal 164-171. 

 74 Imam Mawardi, “Analisis Terhadap Putusan Nomor: 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. 

Mengenai Isbat Nikah Poligami,” Masadir: Jurnal Hukum Islam Vol 01, No. 1 (2021), hal 55-64. 
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dalam mengadili perkara isbat nikah yang kemudian ditinjau dari sudut pandang 

hukum islam. Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa yang 

menjadi pondasi dasar hakim mengabulkan isbat nikah karena perkawinan telah 

sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam serta tidak ditemukan halangan 

perkawinan. Menurut hukum Islam isbat nikah dibolehkan karena merupakan 

pengesahan terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama.75 

 Kelima, Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif dan R Cecep Lukman 

Yasin (2021), dalam Jurnal Ilmiah Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan 

Hukum Islam yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Maslahah 

Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)”. Jurnal ini mengkaji 

bahwa hadirnya SEMA No 3 Tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami 

menimbulkan mudharat kepada kaum wanita karena wanita tidak memiliki 

kekuatan hukum atas perkawinannya dan tidak dapat melegalisasikan 

perkawinannya. Akibat hal tersebut wanita kesulitan untuk memperoleh haknya 

dan kesulitan melepaskan statusnya. Hasil penelitian yang diperoleh dalam Jurnal 

ini bahwa maslahat melarang isbat nikah poligami bersifat asumtif sedangkan 

kemudharatannya bersifat faktual. Penulis menilai bahwa kebijakan tersebut perlu 

untuk dikaji ulang demi kepentingan wanita yang dipoligami siri.76 

 
 75 Hijrawati, Zulfahmi Alwi, and Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengaadilan Agama Makassar 

Kalas 1 A,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3, No. 2 (2022), hal 

353-374.  

 76 Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif, and R Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah 

Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” Al-

Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24, No. 1 (2021), hal 122-142. 
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 Berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, pembahasan perkawinan di 

bawah tangan, poligami liar dan isbat nikah telah banyak dikaji oleh akademisi 

dan praktisi hukum dalam beragam perspektif. Perbedaan penelitian peneliti 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Pada 

penelitian ini peneliti fokus pada analisis perkara isbat nikah poligami yang yang 

dikabulkan hakim Pengadilan Agama Natuna pada penetapan No 

33/Pdt.P/2021/PA.Ntn kemudian ditinjau melalui perspektif maṣlaḥah guna 

memberikan solusi terhadap isbat nikah di Indonesia. Dengan demikian, 

orisinalitas penelitian ini mampu dipertanggungjawabkaan keabsahannya secara 

akademis dan terbuka untuk ditanggapi secara positif. Bilamana pernah diadakan 

riset sejenis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian dengan sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan dengan 

mempelajari berbagai bahan yang ada, baik berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, 

karya tulis ilmiah, maupun informasi lain yang memiliki relevansi dengan ruang 

lingkup pembahasan. Penelitian ini didukung dengan wawancara kepada hakim 

yang memutuskan penetapan perkara tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitianan ini ialah penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum 

dengan meneliti kaidah-kaidah hukum, penyelarasan hukum, historis hukum dan 

komparasi hukum.77 Dalam melakukan penelitian yuridis normatif dibutuhkan 

metode pendekatan yang bertujuan untuk menemukan beragam laporan dari 

beragam sumber hukum. Pendekatan penelitian yang diaplikasikan dalam 

mengkaji permasalahan pada penelitian ini meliputi: 

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statue approach) 

 Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan dengan 

mengkaji setiap Undang- Undang dan kebijakan yang memiliki 

 
77 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2008), hal 5. 
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relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Adapun Undang-Undang 

tersebut adalah sebagai berikut: UU No 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954, UU No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019, PP No 9 

Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974, 

PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 1990, UU No 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 

2009, Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

 Pendekatan ini bersumber dari gagasan, doktrin dan opini para 

pakar hukum yang memiliki relevansi dengan hukum perkawinan 

Indonesia. Pendekatan ini diterapkan untuk mendeteksi gagasan-

gagasan untuk membangun suatu rancangan dan dalil hukum yang 

memiliki relevansi dengan hukum perkawinan di Indonesia. 

3. Pendekatan Kasus (case approach) 

 Pendekatan ini diaplikasikan dalam menafsirkan perkara isbat 

nikah poligami yang diputus oleh Pengadilan Agama Natuna pada 

penetapan No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. 
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C. Sumber Data 

 Ketika mengadakan riset mesti ada data-data, karena data menjadi sumber 

laporan yang menjadi rujukan serta memberikan gambaran tentang ada atau tidak 

adanya persoalan yang akan diteliti. Ada dua sumber data pada penelitian ini, 

yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). 

1. Data Primer (Primary Data) 

 Data primer yaitu sumber data utama yang menjadi pedoman 

dalam tesis ini dalam bentuk aturan yang mengikat. Adapun data primer 

pada penelitian ini meliputi: 

a. Penetapan No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn; 

b. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 

2019; 

c. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

d. Kitab Uṣul al-Fiqh al-Islami Juz II. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) 

 Data sekunder ialah sumber data yang melengkapi data primer 

meliputi: 

1) Peraturan perundang-undangan: UU No 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No 32 Tahun 1954, 

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 

2019, PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari 
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UU No 1 Tahun 1974, Permendagri No 221A Tahun 1975 tentang 

Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil 

Sehubungan dengan Berlakunya UU Perkawinan dan Peraturan 

Pelaksanaanya, PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No 45 Tahun 

1990, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No 3 

Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009, Inpres No 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan jo UU No 24 Tahun 2013, Permenag 

No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PP No 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Permenag No 11 

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, UU No 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006. 

2) Buku: Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap, Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia, Pencatatan Perkawinan dan buku-

buku lain yang memiliki relevansi pada penelitian ini. 

3) Kitab: Muhadarat fi ‘Aqdi al-Ziwaj wa Atharuhu, Tafsir Fi Zilalil 

Qur’an, Tafsir Al-Misbah, Dhawabit Al-Maṣlaḥah Fi Al-Syariah Al-

Islamiyah dan kitab-kitab lain yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. 

4) Jurnal ilmiah: Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan di 

Indonesia, Dinamika Sengketa Perdata Islam, Akibat-akibat 
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Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri dan jurnal-jurnal lain 

yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam menyusun penelitian ini, untuk memperoleh informasi dan data 

yang dibutuhkan peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu metode yang diaplikasikan dengan menyelidiki 

dan menganalisis penetapan perkara No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn 

berdasarkan literatur kepustakaan yang bersumber dari buku, kitab, 

artikel, karya ilmiah dan referensi lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

2. Interview  

 Interview merupakan metode akumulasi data melalui interaksi 

secara langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh 

informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim yang 

memutus perkara ini yakni Samsul Zakaria, S. Sy., M. H. sebagai hakim 

tunggal. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu terkait dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam mengadili 

perkara No: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. 
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E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data ialah unsur krusial ketika meneliti, lantaran akan menjawab 

semua problematika yang muncul dari inti permasalahan. Proses analisis data 

dapat dilaksanakan sesudah seluruh data terhimpun dalam penelitian ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data analysis interactive model karya 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menggolongkan analisis data kedalam 

empat rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, berikut penjelasan 

rangakaian kegiatan tersebut:78 

1. Pengumpulan Data 

 Dalam mengawali penelitian dilakukan pengumpulan data hasil 

dari penelitian dokumen berdasarkan kategori yang senada dengan 

permasalahan penelitian lalu dikembangkan melalui penyelidikan 

mendalam.  

2. Reduksi Data 

 Reduksi data ialah kajian yang memfokuskan, mengklasifikasikan, 

mengerahkan dan menyingkirkan data yang tidak relevan kemudian 

mengelompokkan data melalui beragam proses sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan final dan kemudian diverifikasi. Reduksi data 

dilakukan terus menerus sampai penelitian berakhir sehingga 

 
78 Matthew B Miles and A Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2007), hal 16-24. 
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menghasilkan rangkuman dari berbagai catatan baik dari catatan awal, 

perluasan maupun penambahan.  

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan rentetan pengelompokan informasi 

untuk mempermudah memperoleh kesimpulan riset. Penyajian data 

bertujuan untuk mendeteksi paradigma yang penting dan menghasilkan 

kesimpulan serta memproduksi tindakan.  

4. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan ialah proses konstruksi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Kesimpulan akhir bukan cuma ditemukan ketika proses pengumpulan 

data saja, namun harus divalidasi lagi supaya dapat 

dipertanggungjawabkan secara maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Kesimpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Isbat Nikah Poligami dalam 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn 

Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlaḥah” diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan 

KUA Kecamatan Midai untuk menerbitkan buku nikah para pemohon. 

Terdapat dampak positif dan negatif mengabulkan perkara ini. Dampak 

positifnya para pemohon dapat berkontribusi dimasyarakat dengan 

memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap kemaslahatan pencatatan 

perkawinan. Dampak negatifnya yaitu terbentuknya pola fikir masyarakat 

bahwa perkawinan di bawah tangan bukanlah sebuah pelanggaran. 

2. Bahwa dalam mengadili perkara ini hakim menerapkan asas peradilan 

diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik 

tanpa sedikitpun mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan 

keadilan. Melalui pemeriksaan alat bukti dan saksi hakim menilai bahwa 

saat melangsungkan perkawinan para pemohon sesuai dengan rukun dan 

syarat nikah serta antara para pemohon tidak terdapat larangan perkawinan 

dan tidak ditemukan orang yang merasa dirugikan atas perkawinan ini. 

Berdasarkan pemeriksaan hakim menilai bahwa peraturan perundang-
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undangan yang ada sudah tidak relevan dengan prinsip keadilan dan 

kondisi sosial masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, 

berijtihad mengambil sikap yang berbeda dengan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (ius 

contra legem). 

3. Bahwa konsep pencatatan perkawinan dan isbat nikah ditinjau dari 

perpesktif hukum Islam senada dengan metode maṣlaḥah dan maqāṣid 

syarī’ah dengan rumusan sebagai berikut: Pertama, secara normatif UU 

Perkawinan dan KHI merupakan manifestasi terhadap asas-asas yang 

termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, melalui kebijakan 

pencatatan perkawinan dan isbat nikah, pemerintah telah berperan dalam 

mewujudkan kemaslahatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa 

membeda-bedakan ras, suku, agama dan golongan. 

B. Saran 

 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Isbat Nikah Poligami dalam 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn 

Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlaḥah”, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bahwa melihat banyaknya kemudharatan akibat perkawinaan di bawah 

tangan maka pencatatan perkawinan dianggap sangat penting demi 

kemaslahatan rakyat Indonesia. Maka kepada seluruh masyarakat 

Indonesia diwajibkan untuk melakukan perkawinan secara resmi 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. 
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2. Bahwa hendaknya pemerintah bertindak tegas mengatasi problematika 

hukum perkawinan yang terjadi di masyarakat. Langkah transformatif 

perlu di tempuh pemerintah guna menjawab problematika hukum 

perkawinan di Indonesia. Pertama, pemerintah harus mengatasi 

ambiguitas substansi hukum pada Pasal 2 UU Perkawinan yang 

menyebabkan pelaksanaan hukum tidak berjalan secara efektif melalui 

judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, pemerintah merevisi atau 

membuat peraturan perundang-undangan yang baru minimal setingkat 

dengan peraturan Menteri atau Mahkamah Agung yang menjelaskan 

bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat akan 

diberikan sanksi berupa denda atau kurungan penjara. Ketiga, memberikan 

tenggang waktu sampai 2025 kepada masyarakat yang ingin mengisbatkan 

perkawinannya. Adapun perkawinan yang dilakukan setelah kebijakan ini 

dikeluarkan tidak dapat diisbatkan. 

3. Bahwa melalui pembaharuan hukum ini diharapkan dapat menciptakan 

idealitas hukum perkawinan Indonesia sehingga merubah paradigma 

penanganan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan yang pada 

akhirnya menghapuskan proses isbat nikah. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana eksistensi perkawinan di bawah tangan dalam hukum positif 

dan hukum Islam di Indonesia? 

2. Apakah pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan, 

mengingat hal tersebut diatur dalam UU Perkawinan dan KHI? 

3. Apa implikasi dari perkawinan tidak tercatat? Bagaimana cara 

melegalkannya? 

4. Apa saja tujuan para pihak mengajukan isbat nikah? Kondisi perkawinan 

seperti apa yang dapat di isbatkan? 

5. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya isbat nikah? 

6. Apakah Pasal 7 ayat 3 KHI antara satu huruf dan huruf lainnya saling 

berkaitan ataukah berdiri sendiri? 

7. Bagaimana proses persidangan (hukum acara) perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Natuna baik secara offline maupun online? Berapa 

lama waktu yang di butuhkan untuk memutusnya? 

8. Bagaimana proses persidangan (hukum acara) perkara isbat nikah terpadu 

di Pengadilan Agama Natuna? Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk 

memutusnya? 

9. Apasaja problematika yang muncul dalam perkara isbat nikah di 

Pengadilan Agama Natuna? 

10. Bagaimana penyelesaian perkara isbat nikah yang terdapat penyelundupan 

hukum di dalamnya seperti poligami dan perkawinan di bawah umur, 

kemudian bagaimana proses beracaranya? 

11. Apakah ada perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn? Mengapa perkara 

tersebut diadili dengan sidang hakim tunggal? Bagaimana duduk 

perkaranya? 

12. Terhadap perkawinan yang terjadi pada tahun 1974 sebagaimana yang 

terdapat pada Penetapan No 33Pdt.P 2021 PA.Ntn, apa dasar hukum yang 

digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? Apa yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut? 

13. Kondisi apasaja yang menyebabkan suatu perkara diputus secara kasuistis? 

Unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi? 

14. Apakah semua perkara isbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim? 

15. Apa dampak terhadap penetapan isbat nikah bagi para pihak dan 

masyarakat? 

16. Apakah penetapan yang di keluarkan oleh hakim Pengadilan Agama 
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17. Apakah ada sanksi terhadap pelaku perkawianan di bawah tangan yang 

mengisbatkan perkawinannya? Jika ada, sejauhmana penerapan sanksi 

terhadap perkara isbat nikah? Dan dalam kondisi apa saja sanksi dapat di 

tegakkan? 

18. Apa solusi dan peran hakim dalam pencegahan meningkatnya perkawinan 

tidak tercatat yang pada akhirnya menghapuskan proses isbat nikah? 
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19. Mengingat banyaknya persepsi tentang pencatatan perkawinan, banyaknya 

pasangan yang mengajukan isbat nikah, serta belum adanya payung 

hukum yang tegas terkait isbat nikah, apakah diperlukan suatu aturan yang 

tegas merevisi atau bahkan membuat aturan baru mengenai pencatatan 

perkawinan serta isbat nikah? 
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